KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP AP)

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas

pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good

governance dan pelayanan prima kepada masyarakat;

. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi

berkaitan dengan ketetapan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(SOP AP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202i Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik



Memperhatikan
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826).

. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Penajam Paser Utara Nomor: 41/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 14 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Penajam Paser Utara Nomor: 43/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 28 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;



Menetapkan

KESATU
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3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor: 44/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 4 Agustus 2025 tentang Rapat Pleno Rutin
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor: 46/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rapat Pleno Rutin
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor: 59/PK.01-BA/6409/2025
tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Rutin
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (SOP AP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA.

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

(SOP AP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan sebagai
pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada Tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara
Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan. Nipah-Nipah, Kecamatan. Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara

Website: kab-penajam.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA REVISI ANGGARAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 8.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA

EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN PERENCANAAN,

NOMOR SOP -1 TAHUN 2025
TANGGAL - 14 Juli 2025
PEMBUATAN

TANGGAL - 14 Juli 2025
PENGESAHAN "
DISAHKAN Jis ——sé

OLEH

Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubemnur,
Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan, Anggaran,

DATA DAN INFORMASI R~ syah
= | NIP. 19761021 200502 1 002
NAMA SOP TATA CARA REVISI
ANGGARAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia| 1. Memahami tentang Pelaksanaan Revisi
Nomor 7 Tahun 2023 ter!iang Anggaran; dan
Penetapan Peraturan Pemerintah | 2 Mengetahui dan memahami perubahan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 anggaran.




Pelaksanaan  Anggaaran  serta
Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
dan

5. Peraturan Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan Nomor  PER-
8/PB/2023 tentang Pelunjuk Teknis
Revisi Anggaran yang Menjadi
Kewenangan Direkotorat Jenderal

Perbendaharaan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer, Lap Top, Scanner, Printer, ATK,
Stempel/Cap Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur
kegiatan

Terinput di Aplikasi Sakti dan disimpan dalam

bentuk dokumen tercetak dan elektronik




FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA REVIS| ANGGARAN
KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kopaia Sub Bagien membust Usulan revisl tercait wegiatannys - Rgncans Usuian 20 Mani
Kopala Sub Baglan membual Nota Dinas kepada Seknstana/MEA i Mote Dinas A0 Mana
Bakratarin/MPA manyetujul UsulEn el snggaran Parselujuan 30 hens
O o
Tolaan dan pelssansan terhadap Usulan Revie Anggemn ) Surat Usulsn 30 Whanit
oioh Kopals Sub Bagan Perncanssn Data dan Infarmasi rl
Temah dan persstigusn |Suten s Snpgarn Parastupuns 3 Han Kada | POK dan DIPA
Aaencana Lwulan Hasd Roval
Hand nevin EQparen desmoaian RepEls sul DagIen yang 30 Manit PO gan DIFA
mengapus an dan sub bagan yang En . Hasll Revisi




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : Ia-n_,__ JENSjampaserutal 'L Kpu :.;‘:.-_55_'

TAHUN 2025




WOMIS)

NOMOR SOP : 2 TAHUN 2025

TANGGAL - 14 Juli 2025
PEMBUATAN
TANGGAL 214 Juli 2025
PENGESAHAN | 7, =
KOMISI PEMILIHAN UMUM gf‘;:'m“ ¥~ Sekretaris,
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA d 2N\
(= (sEkRe
SUB BAGIAN PERENCANAAN, e f
DATA DAN INFROMASI
NAMA SOP
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemillhan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan.

1. Memahami tentang Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Mengetahui dan memahami perubahan data
pemilih berkelanjutan.




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KTP, KK dan Dokumen Pendukung dar Masyarakat,
Meja-Kursi, ATK, Komputer, Lap Top, Printer,
Scanner, Smartphone, Stempel, Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak
akan ter-up date terutama perubahan data
pemilih.

- Memastikan bahwa data pemilih lengkap; dan

- Setiap pemutakhiran dilaksananakan dengan
baik oleh operator Sidalih/Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi.




Pangolahan Dats DP4 Hasd Sinkronisas

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPE)
KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dain Pamilih, Tanggapan s B an
Masyarakat, BIDALIH
Deftar Pemilln, Tanggapan Triwulan 11111 B dan BK
Masyarsiat. SIDALH dan IV (per 3 Bulan) POPE
Dnftar Pornilin, Oraft BA dan Triwtmn 1,000 8A dan SK
Drafl 5K dan IV (par 3 Bulan) POPA
Diafe selesal input di Trtwudan | 1110 Salinan BA dan
Sdalih dan IV (par 3 Bulan) SK PDPB




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. F'ENMAHKAE PENAJAM F‘A»SER UTARﬂ
EMAIL : kab penaiampaserutara@k

TAHUN 2025




NOMOR SOP : 3 TAHUN 2025

TANGGAL - 14 Juli 2025
| PEMBUATAN
TANGGAL 14 Juli 2025
PENGESAHAN

KOMIS! PEMILIHAN UMUM DISAHKAN OLEH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

NAMA SOP PENYUSUNAN PROGRAM
DAN RENCANA KERJA

DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan
tentang Eenetapan Peraturan Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun | 3 Memilki kemampuan dalam menyusun dan

2022 tentang Perubahan atas Undang- lisi i KPU iabonatan Banaian
Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang :::,:aﬂ;zm data kinerja p j

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;




8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kola;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5/PL.01.3-Kpts/03/1/2018 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum; dan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor 933 Tahun 2025

tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

10.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja

1. Renstra KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Format Penyusunan Program dan Rencana Kerja

3. Komputer, Lap Top, Scanner, Printer, ATK,
Stempel/Cap Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Rumusan rencana program dan rencana kerja KPU
Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode satu
tahun.




BAGAN ALUR PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik,
- Kasubbag Teknis G
No. Kegiatan Kasubeg Partysiengaesen Keterangan
Perencanaan, | Perencanaan, | Pemilu dan Hukum, Kabupaten
Sekretaris | " pyta dan Datadan | Kasubbag Partisipasi, | Penajam | 'elengkapan | Waktu Output
Informasi| Informasi Hubungan Paser Utara
Masyarakat dan
Sumber Daya
Manusia - -
1. | Memenntahkan kepada Kasubag Disposisi surat 15 Menit | Disposisi surat
Perencanasn, Data dan Informasi
uniuk menyusun konsep Program
dan Rencana Kerja
2. | Menyusun konsep format Program Disposisi surat, | 3 Jam | Konsep format
dan Renja tahun berikutnya untuk 5 dokumen usulan
masing-masing Sub Baglan dan restra, Program dan
memernntahkan kepada  staf dokumen RKA, Rencana
Perencanaan, Data dan Informasi laporan  tahun Kerja masing-
untuk membuat format Program sabelumnya masing
dan Rencana Kerja subbag
3, | Membuat format  penyusunan W Konsep format | 2 Jam | Konsep format
Program dan Rencana Kera dan usulan Program usulan
menyarahkan kepada Kasubbag dan Rencana Program dan
Kerja masing- Rencana
masing
subbag
4, | Menyerahkan formal penyusunan W Konsep format | 1 Jam | Konsep format
Program dan Renja dan . usulan Program usulan
menyerahkan kepada Kasubag / ™ dan Rencana Program dan
Ya N Kerja masing— Rencana
masing subbag Kerja masing
—masing
1, subbag
5 | Memeriksa konsep penyusunan : Konsep format | 2Jam | Konsep format
Program dan Renja. Jika sstuju ,-"A\J Tidak usulan Program usulan
menyerahkan kepada Kasubag | < dan Rencana Program dan
lain, Jika tidak setuju untuk N Kerja masing— Rencana
diperbaiki olah Kasubag [ masing subbag Kerja masing
Perencanaan, Data dan Informasi, J’ —masing
. subbag




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
Umum dan Logistik,
— Kasubbag Teknis B
Kasubag
oo Kegiatan Perencanaan, | Perencanaan, | Pemilu dan Hukum, | Kabupaten Hatermngen
Sekretarls | " “nqta dan Datadan | Kasubbag Partisipasi, | Penajam | '*lengkapan | Waktu |  Output
Informasi informasi Hubungan Paser Utara
Masyarakat dan
Sumber Daya
Manusia

8. | Memerintahkan kpada Staf Disposisi, 15 Menit | Format usulan
Perencanaan, Data dan Informasi Konsep format Program dan
untuk mendistribusikan format A 2 usulan Program Rencana
penyusunan Program dan dan Rencana Kerja masing-
Rencana Kerja kepada Kasubag Kerja masing— masing
Keuangan, Umum dan Logistik, masing subbag subbag
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum, Kasubbag Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia

7. | Menyampaikan format penyusunan Disposisi, 15 Menit | Format usulan
Program dan Renja I:apnd; s " format m::a: Program dan
Klll.l-hq m. M Prng!lm Rﬂ":‘ﬂl
%Tm - O mﬂ i mm

n -

Hukum, Kasubbag Partisipasi, l masing subbag subbag
Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia

B. | Menyusun konsep Program dan Format usulan 2harl | Usulan
Rencana Kerja masing-masing Rencana Kerja masing-
sub bagian dan menyerahkan masing-masing masing Sub
kepada Kasubag Perencanaan, subbag Bagian
Data dan Informasi

8. | Mengkompilasi Program  dan Usulan 4 han Usulan
Rencana dari  masing- Program dan Program dan
masing suhm dan menyusun Rencana Kerja Rencana
konsep Program dan Rencana ; masing-masing Karja masing
Kerja KPU Kabupaten Penajam subbag ~masing
Paser Utaradan menyerahkan | va subbag
kepada Sekretaris

10.| Memeriksa dan  menganalisa NG Usulan 2har | Usulan
konsep Program dan Rencana / N Program dan Program dan
Kerja. Jika lidak seluju | / Rencana Kedja Rencana
menyerahkan _kepada Kasubag | . Tidak masing- Kefja masing-




Polaksana Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik,
Kasubbag Teknis o
Kasubag Staf Penyelenggaraan
- Kegisten Perencanaan,  Perencanaan, | Pemilu dan Hukum, | Kabupaten i iyl
Sekretaris | "o ta dan Datadan | Kasubbag Partisipasi, | Penajam | 'o/engkapan | Wakiu |  OQutput
Informasi Informasi Hubungan Paser Utara
Masyarakat dan
Sumber Daya
— Manusia
Perencanaan, Data dan Informasi masing subbag masing
untuk diperbalki, jika setuju subbag
menyerahkan kepada Ketua KPU
Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk dibahas lebih lanjut.

11. | Mencermati konsep Program dan Usulan 15 Menit | Disposisi,
Rencana Kerja dan k4 Program dan Usuian
memarintahkan Sekretaris untuk Rencana Kerja Program dan
menyalanggarakan rapat masing-masing Rencana
pembahasan Program  dan subbag Kerja masing-
Rencana Kerja bersama masing
Komisionar dan Pejabat Struktural, subbag

12 | Memerintahkan kapada Kasubbag Disposisi, 15 Menit | Disposisi,
Perencanaan, Data dan Informasi I Usulan Usulan
untuk menyelenggarakan rapst Program dan Program dan
pembahasan Pregram dan Rencana Kerja Rencana
Rencana Kera bersama masing—masing Kerja masing-
Komisioner dan Peajabat Struktural. subbag rrg

su

13. | Memerintahkan  kepada  Staf Disposisi, 15 Menit | Undangan
Perencanaan, Data dan Informasi Usulan rapat, mater|
untuk menyiapkan rapat Program dan rapal
pambahasan Program dan Renja masing -

Rencana Kerja bersama masing subbag
Komisioner dan Pejabat Struktural.

14, | Mempersiapkan rapal y Undangan 2har | Notulen hasil
pembahasan  Program  dan J rapat, maten rapat
Rencana Kerja bersama rapat
Komisioner dan Pejabat Struldural,

15. | Merangkum, mengolah  dan Notulen hasil 2hari | Konsap
menyusun kensep Program dan J rapat Program dan
Rencana Kerja dan diserahkan Rencana
kepada Kasubbag Perencanaan, Ya J Kerja KPU
Data dan Informasi, L Kabupaten

B Penajgm
l Paser Utara




Peolaksana Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik,
Kasubag taf : : KPU
s Penyelenggaraan
Ho. Kegistan Perencanaan, | Perenca P
naan, | Pemllu dan Hukum, Kabupaten
Sekrstaris | * 5ot dan Datadan | Kasubbag Partisipasi, | Penajam | '*engkapen | Wakiu Quiput
Informasi informasi Hubungan Paser Utara
Masyarakat dan
Sumber Daya
c Manusia
16. | Memeriksa konsep Program dan M Konsep 1har | Konsep
nnnrlrl.!'hnl hpﬂ?dlm.m e eruum Rmrtlm
Perencanaan, Data dan Informasl, N dak KPU Kabupaten Ketja KPU
Jika setuju meyerahkan kepada mm Paser mm:n
' Paser Utara
17. | Memaeriksa konsep Program dan s Konsep 1har | Konsep
Rencana Kerja. Jika tidak setuju Program dan Program dan
menyerahkan kepada Kasubbag Rencana Kerja Rencana
Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Ketja KPU
untuk diperbaiki, jika setuju Penajam Paser Kabupatan
menyerahkan kepada Ketua KPU Tidak Utara Penajam
Kabupaten Panajam Paser Utara Pasar Utara
18.| Memeriksa konsep Program dan Konsep 3har | Disposisi,
Rencana Kera Jika tidak setuju Program dan Program dan
rahkan kepada Saekretaris Ya /\_ Rencana Kerja Rencana
untuk diperbalki, jika setuju > ’) KPU Kabupaten Kerja KPU
menandatangani dan N, Penajam Pasar Kabupaten
menyerahkan kepada Sekretarls Utara Penajam
untuk dikirim kepada KPU Provinsi Paser Utara
Kalimartan Timur, tahun
berikutnya
19, kan Program dan Renja Disposisi, 1 hari | Disposisi,
KPU Kabupaten Penajem Paser W konsep Program dan
UtaraTahun berkutnya kepada Program dan Rencana
Kasubbag Perencanaan, Data dan Rencana Kerja Kerja KPU
Informasi untuk didokumentasikan KPU Kabupaten Kabupaten
dan Memarintahkan kepada Penajam Paser Penajam
Kasubag Perencanaan, Data dan Utara tahun Paser
Informasi  untuk mengirimkan ke berikutnya Utaratahun
KPU Provinsi Kalimantan Timur. berikutnya
20. | Memerintahkan kepada  Staf Disposisi, 15 Menit | Disposisi,
Perancanaan untuk i Program dan Program dan
ke KPU Provins! Kalimantan Timur Rencana Kerja Rencana




Mutu Baku

Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik,
. KPU
Kasubag Stal
No. Keglatan 2 P Pemil Hulkum Kabupaten Heterangan
Sekretarls | " “notadan | Datadan Mm Penajem | 'colengkspan | Waktu Output
Informasi Informas| Hubungan Paser Utara
Masyarakat dan
Sumber Daya
Manusia
KPL Kabupaten Kerja KPU
Penajam Paser Kabupaten
Utara tahun Penajam
barikutnya Paser Utara
{ahun
barikutrya
21. | Mendokumentasikan Program dan Disposisi, 15 Menit | Disposisi,
Rencana Kerja KPU Kabupaten Program dan Program dan
Penajam Paser Utara Rencana Kerja Rencana
KPU Kabupaten Kertja KPU
Penajam Paser
Utara tahun
berkutnya

Pl




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab _penajampaserutara@kpu.go.id

TAHUN 2025




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

NOMOR SOP

: 4 TAHUN 2025

TANGGAL
PEMBUATAN

- 14 Jul 2025

TANGGAL
PENGESAHAN

: 14 Juli 2025

DISAHKAN OLEH

1021 200502 1 002

NAMA SOP

F?éﬁﬁa‘ﬁﬁmm DATA
KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5/PL.01.3-Kpts/03/1/2018 tentang Petunjuk

1.

2.
3. Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik

4.

Mampu mengidentifikasi dari analisa terkait

pelaksana kegiatan;
Memahami aturan yang berlaku;

dalam mengolah data;

Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat
waktu; dan

Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan
laporan kinerja.




Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; dan

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 933 Tahun 2025
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kola.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Program dan Rencana Kerja | 1. Renstra KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2 SAKIP
3. Komputer, Lap Top, Scanner, Printer, ATK,
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan | Tersimpan dalam data elektronik dan manual




BAGAN ALUR PENGUMPULAN DATA KINERJA KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum dan Loglstik,
Kasubbag Kasubbag Teknis
i vscgrsesaall ey Pemilu dan Hukum, | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan
Kasubbag Partisipasi,
Informasi Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya
Manusia
Memberlkan Perintah, disposisi dan Disposisi surat, | 15 Menit | Lembar
arahan untuk mengumpulkan Data Perfanfian Dosposisi
Kinerja. Kinerja,
¥ Rencana Aksl
Memerintahkan kasubbag Perencanaan, [ Disposisl surat, | 15 Menit | Dokumen
Data dan Informasi untuk Perjanjian Format Data
mempersiapkan keglatan pengumpulan Kinerja,
dan form data kinerla masing-masing Rencana Aksl
subbagian,
Membuat konsep form data kinerja serta 4 Disposisi 20 Menit | Konsep Form
memerintahkan staf pengelola data untuk Perjanjian Data Kinerja
mengolah dan melengkapl dokumen form Kinerja, Kinerja
data kinerja Aksl, Laporan
Progres
Bulanan
Mempersiapkan dan mengolah dokumen Konsep dan | 30 Menlt | Draft dan
form islan data kinerja untuk masing— Form Data Form Data
masing subbaglan. Kinerja Kinarja
Memeriksa dan memparaf konsep Konsep Surat | 20 Menit | Draft dan
dokumen form data kinerja untuk dan Form Data Form Data
disampaikan ke Kasubbag Perencanaan, < Kinerja Kinerja
Data dan Informasl.
Memeriksa dan memaraf  konsep Konsep  Surat | 15 Menit | Draft dan
dokumen form data kinerja untuk dapat dan Form Data Form Data
ditandatangani oleh Sekrataris. Kinerja Kinerja
Memeriksa dan menandatanganl konsep Konsep Surat | 15 Menit | Draft dan
dokumen form Islan kinerja serta dan Form Data Form Data
memerintahkan Kasubag Perencanaan, > Kinerja Kinerfa
Data dan Informasi unftuk
mendistribusikan dokumen,
Menerima perintah dan meneruskan Disposlsi  dan | 15 Menit | Disposisi dan
dokumen Dokumen Form Dokumen SE
— Data Kinerja dan Form




9, Menerima dan mempelajari perintah serta Disposisi  dan | 20 Menit | Dokumen SE
menyampalkannya kepada pengelola data Dokumen Form dan Form
kinerja. Data Kinerja Data Kinerja

10. | Menerima dan mendistribusikan form Dokumen Form | 15 Menit | Dokumen SE
data kinerja kepada masing - masing Data Kinerja dan Form

Data Kinerja

11. | Menerima, mempelajari dan mengisi form Dokurmen  SE | 2 Hari Dokumen
data kinerja serta menyampaikan dan Form Data Form Data
dokumen dimaksud kepada Kasubag Kinerja, catatan Kinerja yang
Perencanaan, Data dan Informasi pembaglan telah diisi dan

tugas terpenuhi
dengan data
pendukung

12. | Menerima dan memverifikasl form data Dokumer Form | 1 Harl Dokumen
kinerja darl masing - masing kasubag, Data  Kinerja Form Data
serta menyampal dokumen yang telah diisi Kinerja dan
kepengelola data kinerja. dan terpenuhl Data

dengan  data Pendukung
pendukung terinventarisas
|

13. | Menginvetarisasikan data kineda darl Dokumen Form | 2 Jam Draft Laporan
bidang sesual dengan waktu yang telah Data Kinerja Kinerja., Data
ditentukan Entry data kinerja ke Aplikasi yang telah diisi Kinerja  dan
Elapkin, Monev, dan  terpenuhi Data

dengan  data Pendukung

pendukung dalam proses

terinventarisas| dan telah
diinput ke
Elapkin  dan
Money

14, | Menyusun 2 (dua) laporan semesteran Laporan Kinerja | 15 Menit | Laporan
menfadi laporan kinerja tahunan, Kinerja




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 8.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL ; kab penajgmpaserutarai@kpu.qo. id

TAHUN 2025




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

NOMOR SOP : 5 TAHUN 2025

TANGGAL - 14 Juli 2025
PEMBUATAN

TANGGAL - 14 Juli 2025
PENGESAHAN T

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

15

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubermur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Momor 8 Tahun 2019 tentang Tala Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Memiliki kemampuan

menganalisis data kinerja KPU Kabupaten Penajam

Paser Utara.

dalam menyusun

dan




8.

10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5/PL.01.3-Kpts/03/1/2018 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; dan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 933 Tahun 2025
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Program dan Rencana Kerja
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja

1. Renstra KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

2. SAKIP

3. Data Kinerja dan Laporan Realisasi Keuangan

4. Komputer, Lap Top, Scanner, Printer, ATK,
Stempel/Cap Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Tersimpan dalam data elektronik dan manual




PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Polaksana Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum dan liunk:uh.
KasubbagTeknis
o egaan AT | ot | Formeenggaaa caerangan
Sekretaris Dats dan Data dan Pemilu dan Hukum, Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag Partisipasi,
informasi Infromasi
Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya
Manusia )
1, Memerintabkan  kepada Kasubag Disposisi surat 15 Menit Disposisi surat
Perencanaan, Data dan Informasi, untuk -
menyusun konsep Laporan Kinerja - —
2. | Menyusun format konsep Laporan Kinerja L Disposisi  surat, | 5 jam Format
pada masing-masing sub bagian dan format penyusunan
memerintahkan kepada Staf Perencanaan, penyusunan Laporan
Data dan Infromasi untuk membuat format Laporan  Kinefja Kinerja KPU
Laporan Kinerja. KPU Kabupaten Kabupaten
Penajam  Paser Panajam
W Utara Paser Utara
3 Membuat format Laporan Kinerja pada Format 3 Jam Format
masing-masing sub  bagian  dan = penyusunan penyusunan
menyarahkan kepada Kasubbag Laporan  Kinera Laporan
| KPU  Kabupaten Kineda KPU
e g Penajam  Paser Kabupaten
W Utara Penajarn
Paser Utara_
4, Mengoreksi format Laporan Kinarja dan Format 2 Jam Format
menyerahkan  kepada Kasubbag Ya P panyusunan penyusunan
Perancanaan, Data dan Informasi “-\ ) LAKIP KPU LAKIP  KPU
A Kabupaten Kabupaten
Penajam  Paser Panajam
L Utara Paser Utara
5 Mengoreksi format Laporan Kinerja, Jika Disposis! surat, | 1 Jam Format
seluju diserahkan ke kasubbag uniuk ) 4 Format yusunan
didistribusikan ke Kasubbag Keuangan, | " . Tidak LAKIP  KPU
Umum dan Logistik, Kasubbag Teknis “ ; LAKIP KPU Kabupaten
Panyelenggaraan Teknis Pamilu dan ~ Kabupaten Penajam
Hukum, Kasubbag Partisipasi, Hubungan Penajam  Paser Paser Utara
Masyarakal dan Sumber Daya Manusia, Utara
jika tidak setuju dikembalikan kepada
Kasubbag Perencanasan, Data dan
Informasi untuk diperbaiki -
B. Memerintahkan kepada Staf Perencanaan, L Disposisi  surat, | 10 Menit Format
Data dan Informasi uniuk mendistribusikan Format panmyusunan
format penyusunan laporan kinerja kepada = penyusunan LAKIP KPU
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, LAKIP KPU Kabupaten




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Kalu:::nﬁhil
No. Keglatan N | e R Keterangan
Data dan Data dan mm,_':'m RSN, ) - SO
Informasi Infromas| Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya
E - = Manusia
Kasubbag Teknis Penyelenggarasn Pemilu Kabupaten Penajam
dan  Hukum, Kasubbag Partisipasi, Penajam  Paser Paser Utara
Hubur-nan Masyarakat dan Sumber Daya Ltara
T H-rﬁwihuﬂ:m format Laporan Kinerja ke Disposisi surat, 18 Menit | Format Konsep
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, =i Format penyusunan LAKIP
Kasubbeg Teknis Penyelenggaraan Pemilu ' pemyusunan LAKIP KPU
dan Hukum, Kasubbag Partisipasi, = LAKIP KPU Kabupaten
Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Kabupaten Penajam
Manusia Penajam Paser Paser Utara
Litars
B. | Menyusun konsep Laporan Kinerja pada N Konsep Laporan 5 Hari Konsep Dokumen
mnlhgmng bagian dan wmhhm - Kinerja KPU Laporan LAKIP KPU
inl'nn-rm Penajam Paser Kebupaten Penajam
| Utara Penajam Paser Utara
f Paser Utara
] Menyusun konsep Laporan Kinera pada ¢ Konsep Laporan 14 Hari | Konsep
masing-masing bagian dan meanyerahkan Kinerja KPU Laporan
kepada Kassubbag Perencanaan, Data dan Kabupaten Kinerja KPU
Infarmasi, Penajam Paser Kabupaten
Utara Penajam
Paser Utara
10. | Memeriksa konsep Laporan Kinere Jika Konsep Laporan 5 Hari Konsep
tidak sstujy mengembalikan ke Staf —¥ Kinerja KPU Laporan
Perencanaan, Data dan Infromasl untuk Kabupaten Kinerja KPU
diperbaiki, jika setuju meneruskan kepada — Penajam Paser Kabupaten
Kasubbag Perencanaan, Data dan Utara Penajam
Informasi Paser Utara
11. | Memenksa konsep Laporan Kinena Jika Konsep Laporan 2 Hari Konsep
fidak setuju mengembalikan ke Kasubag Tidak Kinerja KPU Laparan
Perencansan, Data dan Informasi untuk Kabupaten Kinerja KPU
diperbaiki, jika seluju meneruskan kepada Penajam Paser Kabupaten
Sekretaris. Utara Penajam
Paser Utara
12. | Memeriksa konsep Laporana Kinera, Jika Konsep Laporan 3 Hari Laparan
setuju menandatangan| Laporan Kinera Kinerja KPU Kinerja KPU
KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kabupaten




Pelaksana Mutu Baku
Umum dan Logistik,
No. Keglatan m F._;':““ Penyelenggaraan Keterangan
Sekretaris Data dan Data dan Pemilu dan Hukum, Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag Partisipasi,
Informasi Infromasi Hubungan Masyarakst
dan Sumber Daya
Manusia e
menyerahkan kepada Kasubbag FPenajam Paser Penajam
Perencanaan, Data dan Informasi. Utara Paser Utara
13. | Memrintahkan kepada Stal Perencanaan, Laporan Kinerja 1 Jam Laporan
Data dan Informasi unluk menggandakan, W KPU Kabupaten Kinerja KPU
mengarsip, mengirm ke KPU Provinsi ' ] Penajam Paser Kabupaten
Kalimantan Timur. L Utara Penajam
| Paser Utara
14. | Menggandakan, mengarsip, mengirim ke e Laporan Kinerja 3 Hari Laporan
KPU Provinsi Kalimantan Timur. i KPU Kabupaten Kinerja KPU
Penajam Paser Kabupaten
Paser Utara




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
CUTI ASN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab_penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomeor SOP 06 Tahun 2025

Tanggal .
Petibuatan 14 Juli 2025
Tanggal i
Pengesahan 14 Juli 2025
/ =
KOMISI PEMILIHAN UMUM //Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA o Makupatenlena aser Utara,
Disahkan / s
Oleh

SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

agdfmansyah

) 5761021 200502 1 002
NamaSOP | CUTIASN ="

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 1. Memiliki kemampuan pengolahan dan
Aparatur Sipil Negara; pengoperasian aplikasi sederhana;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Mengetahui aturan dan persyaratan terkait cuti
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; ASN.

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negera Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negera Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Kontrol Kenaikan Pangkat
2. Surat dari Sekrtaris Jenderal KPU
3. Dokumen Kenaikan Pangkat

4. Komputer/Laptop

SOP PENGAJUAN GAJI PNS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak cuti PNS | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik
tidak teradministrasikan dengan baik softcopy/hardcopy




SOP CUTIASN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PEGAWAI PELAKSANA MUTU BAKU
NO TAHAP KEGIATAN R s
KASUBBAG PARHUBMAS &
cuTl SEKRETARIS i PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
Pegawal membuat Form Permohonan Cuti (dalam lampiran 1.b.
per-BKN Nomor 24 tahun 2017 atau FORM 1 lampiran Kep.
Sekjen KPU RI Nomor 102 Tahun 2022 untuk pegawai negeri
sipil dan Lampiran Il Peraturan Badan Kepegawaian Negara Form
1 | Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022) yang ditujukan Form pec::ohonan 5 Menit permohonan
kepada Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk cuti
pengajuan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti dengan alasan
penting, sementara untuk permohonan cuti besar, disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal KPU.
Sekretaris menerima surat permohonan cuti dari Pegawai, \\ Form
5 selanjutnya menugaskan kepada Kepala Sub Bagian SDM Form permohonan 5 Menit mEharER
untuk meneliti hak cuti dan menindaklanjuti permochonan cuti cuti e cutl
tersebut
Kepala Sub Bagian SDM melakukan verifikasi terhadap hak cuti : Eoitii barmohoridii Form
3 | pegawai, serta merancang konsep surat untuk disampaikan | I pﬂwﬁ 5 Menit permohonan
kepada Sekretaris Jenderal KPU terkait cuti besar. cuti
Kepala Sub Bagian SDM menugaskan Pelaksana untuk
melakukan verifikasi terhadap Form Permohonan cuti pegawai ;] Form permohonan Form
4 | dengan cara melakukan pemeriksaan silang pada buku kontrol cuti dan buku kontrol 5 Menit permohonan
cuti pegawai serta mencocokkan catatan cuti yang terdapat cuti PNS serta Aturan cuti
dalam form permintaan cuti dan dokumen cuti.
Pelaksana melakukan verifikasi pada buku kontrol cuti dan Form
5 | memeriksa kelengkapan dokumen cuti yang akan disampaikan c:t? gznp::::: °23nral 10 Menit | permohonan
kepada Kepala Sub Bagian SDM. P cuti
Surat Izin
Kepala Sub Bagian SDM meneliti dan memberikan paraf pada
6 | Form cuti, serta mengonsep surat pengantar permohonan cuti | I( c:; g;np:;::: OZ:';‘ 10 Menit %i:a"
yang akan disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU ) P Sur;p
Kepala Sub Bagian SDM melakukan pemeriksaan terhadap
form cuti PNS dan memberikan paraf, serta menyampaikan Hf Surat Izin
7 konsep surat cuti kepada Sekretaris Jenderal. Apabila disetujui, I Form permohonan § Menit Cuti dan
dokumen tersebut akan diteruskan kepada Sekretaris KPU \ cuti dan konsep surat Konsep
Kabupaten Penajam Paser Utara; sebaliknya, jika tidak Ya IP Surat
disetujui, maka perlu dilakukan perbaikan. ,f Tidak




Sekretaris memberikan Keputusan (disetujui/ perubahan/
ditangguhkan/ tidak disetujui) terhadap permohonan cuti PNS
dan menandatangani form permohonan serta pemberian cuti

Ya

Tidak

yang menjadi kewenangannya. Selain itu, ia juga memeriksa Fo&nﬁp:;;n:}h?;an sé’ur:t dlzm
8 | draf surat pengajuan cuti kepada Sekretaris Jenderal KPU. Sekretaris KPU Kab 5 Menit s ’;n
Apabila  disetujui, ia akan menandatangani dan P o ; il Utaa ) P nu tal
menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian SDM,; sebaliknya, ensjem Peser Utars engerisn
jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada Kepala Sub
Bagian untuk diperbaiki.
Form permahonan Surat Izin
9 Kepala Sub Bagian SDM ntuk didokumentasikan dan o cuti dan surat 5 Menit Cuti dan
disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. “A Sekretaris KPU Kab. Surat
Penajam Paser Utara Pengantar
Kepala Sub Bagian SDM menyerahkan surat kepada Pelaksana i
untuk dibubuhi nomor, kemudian surat tersebut disampaikan \L"] Formﬁp:rmuhor:an Sé:ur:tdlzm
10 | kepada KPU RI. Sementara itu, surat cuti yang telah : ] Selrataie A e, | 5Mene g
memperoleh persetujuan dari Sekretaris diserahkan kepada Penaiam P Uta‘ P ta
PNS yang bersangkutan. b il el cngama
Pelaksana menyampaikan surat persetujuan cuti yang telah Fognmp:;‘ngjhg:an Surat Cuti
11 | ditandatangani aleh Sekretaris kepada PNS yang bersangkutan Sekretaris KPU Kab. 10 Menit dan Buku
dan mencatatnya dalam buku kontral cuti. P:na]a:Paser Utar-a Kontrol Cuti
1 Jam 10

Total Waktu

Menit




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 7 Tahun 2025
Tanggal 14 Juli 2025
Pembuatan
Tanggal 14 Juli 2025
Pengesahan
KOMISI PEMILIHAN UMUM Disahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oleh
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM (g
\ ."1‘. ‘- ‘ 5 .‘
NN 1976102
Nama SOP " PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | 1. Memiliki Kemampuan Administrasi dan Pelayanan Informasi

2

tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata naskah dinas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2025.

L

Mampu menangani pemochon dengan aktif
3. Memahami ketentuan tata naskah sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Ruang Pelayanan Informasi, Meja, Kursi, Lemari, Alat Tulis Kerja,
Komputer, Printer, Scanner,stampel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai Alur
kegiatan

1. Pencatatan dan Pengarsipan
2. Laporan (Harian dan Bulanan)




ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur  “perohon | Sekretaris | Ka.Sub | Pelaksana Persyaratan | Waktu Output Ket
Bag
Pemohon informasi Kartu 10 Data Untuk pemohon
datang dengan O —» identitas, Menit Pemohon | melalui surat, email
mengisi formulir akte notaris, terisi, atau telpon,
permohonan dokumen pemohon formulir diisikan
informasi atau pengesahan memenuh oleh petugas
melalui surat, email, badan i syarat pelayanan
dan telpon publik
Petugas Pelayanan Data 15 Tanda Data bukan
menginformasikan tersedia Menit terima termasuk informasi
kepada pemohon hardcopy/ dalam kategori
terkait informasi softcoppy dikecualikan
yang diminta
Petugas Pelayanan 5 Menit Pemohon
menginformasikan terima
informasi yang informasi
dikecualikan
Jika informasi yang Nota 10 Hari | Pemberita
dimohon tidak Dinas/Dispo Kerja huan
dapat diberikan psisi/Arahan dan tertulis
langsung, Petugas dapat
Pelayanan diperjan
berkoordinasi ( ]1— jang7
dengan Pejabat hari
PPID dan kerja
penghubung
penyedia informasi
dan dokumentasi
Pemohon Klasifikasi 10 Tanda
menerima tanda data yang Menit terima
terima/pemberitah dapat data/
uan tertulis apabila ——— diberikan/ pemberita
informasi bisa Tidak huan
diterima atau tidak tertulis
Petugas Pelayanan 15
Penyedia Informasi menit
dan Dokumentasi/
Operator E-PPID
melakukan update
register pelayanan
apabila telah selesai
Supervisi Kegiatan Data Update Data
oleh Kasubbag [ | < Pelayanan layanan
harian
Pelaporan dari Data Update | 1bulan Laporan
Kasubbag kepada bulanan
Sekretaris




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab_penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 08 Tahun 2025

Tanggal )

R 14 Juli 2025

Tanggal i

Pengesahan i JuILZQEEz 3
S’ekretaﬂs Komisi Pemilihan Umum
(R aten-Lenajam Paser Utgra,

Disahkan

Oleh

SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

Nama SOP PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA

SOSIAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kab/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 11 Tahun
2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

1. Memiliki pengetahuan dan memahami
undang-undang keterbukaan informasi publik

2. Memahami kemampuan mengoperasikan
komputer

3. Memiliki kemampuan mengelola layanan

informasi publik
. Memiliki kemampuan menulis berita
Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen

(S

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jaringan Internet
2. Modem, Wifi

3. Laptop/PC

4. Kamera

5. Printer

6. Alat Tulis (ATK)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai Alur kegiatan

1. Pencatatandalam matriks kegiatan dan
penugasan Laporan Triwulan

2. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik
softcopy/hardcopy




SOP PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
STAF OPERATOR | ) KOSUBBAG a | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
Staf meﬂiputk berbagag kegia:jan, Draf
merancang onse erita, an
L menyampaikan berit: tersebut kepada Notulen, Foto 2 Jam NBaslfah
Operator erita
Operator menerima konsep berita yang : :
akan dipublikasikan di situs web dan d;l::g:ﬁ:;ann db:,:'t:n
media sosial dari Staf, serta melakukan r— Penuligan
pengeditan terhadap konten berita Draf Jomreshatilc. kedesriune
2 |tersebut. Selanjutnya, Operator akan ']‘] I Notulen, Foto 1 Jam Naskah erur;d so
meminta evaluasi dan persetujuan dari Berita - dgn . P?(PU
Kasubbag Parhubmas & SDM sebelum rt ?( d t ’
melaksanakan pengunggahan berita sera K;ﬂ" usan
kegiatan. :
Kasubbag Parhubmas dan SDM | B";.‘;Z Eﬂgrr?;nu%?ap
melakukan pemeriksaan serta e | Draf Bt Gtk
3 | memberikan pertimbangan apakah l Notulen, Foto 1Jam Naskah ditayangkan akan
berita tersebut memenuhi kriteria untuk Berita e rr¥ba|ika s
ditayangkan atau diunggah. Operator P
Operator menerima Kkembali berita \/ Ya
yang memerlukan revisi  untuk 5 Draf
4 | diperbaiki dan mengembalikan berita " 1 Jam Naskah
yang tidak memenuhi syarat tayang Tidi Berita
untuk diarsipkan oleh Staf.
Staf megarsipkan berita/ kegiatan yang Arsh
5 |tidak memenuhi syarat untuk Berit‘;
ditayangkan.
Berita dan kegiatan
Operator akan menayangkan atau diunggah di website
6 mengunggah berita dan kegiatan yang 30 Menit Berita dan media sosial

telah memperoleh persetujuan dari
Kasubbag Parhubmas dan SDM.

resmi KPU Kab.
Penajam Paser
Utara




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 9 Tahun 2025
Tanggal 14 Juli 2025
Pembuatan
Tanggal 14 Juli 2025
Pengesahan
KOMISI PEMILIHAN UMUM Disahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oleh Kabupa najam Paser Utara,
7 “ t
| A
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM { ( >
: . 1200502 1 002
Nama SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | 1. Memiliki Kemampuan Administrasi dan Pelayanan Informasi

tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata naskah dinas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2025.

N

Mampu menangani pemohon dengan aktif
3. Memahami ketentuan tata naskah sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Ruang Pelayanan Informasi, Meja, Kursi, Lemari, Alat Tulis Kerja,
Komputer, Printer, Scanner,stampel

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai Alur
kegiatan

1. Pencatatan dan Pengarsipan
2. Laporan (Harian dan Bulanan)




ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur  [“pejaksana | Ka. Sub Tim Atasan Pembina | Kelengkapan | Waktu Output Ket
Bag Pertimban PPID PPID
gan
Melakukan Usulan Daftar | 1Jam
koordinasi dan O Informasi
konsolidasi dengan Publik
Subbagian
Setiap Subbagian Usulan Daftar | 3Jam
mengidentifikasi Informasi
Informasi Publik Publik
yang berada dalam e
penugasan sesuai
dengan format yang
telah disediakan
Pelaksana bersama Usulan Daftar | 2Jam
tim penghubung v Informasi
melakukan Publik
kategorisasi C]
Informasi Publik
sesuai format daftar
Informasi Publik
Pelaksana Usulan Daftar | 1Jam Usulan Daftar
menyerahkan Informasi Informasi
usulan daftar " Publik Publik
Informasi Publik e mendapatkan
kepada atasan PPID masukan dan
untuk dikoreksi persetujuan
Atasan PPID Usulan Daftar | 2 Hari Usulan Daftar
menyerahkan Informasi Informasi
Daftar Informasi Publik Publik
Publik hasil koreksi ! | mendapatkan
kepada Tim masukan dan
Pertimbangan persetujuan
untuk medapatkan
masukan dan
persetujuan
Tim Pertimbangan Usulan Daftar | 2Jam Draft Surat Disetujui
menyerahkan Informasi Keputusan dalam Rapat
Daftar Informasi Publik Informasi Pleno
Publik yang telah = Publik
disetujui kepada o
Pembina PPID
untuk disahkan
melalui rapat pleno
Pelaksana Keputusan 2 Jam Keputusan
menetapkan Daftar KPU KPU
Informasi Publik Kabupaten Kabupaten
dalam bentuk Surat < Penajam Penajam
Keputusan atas Paser Utara Paser Utara

persetujuan atasan
PPID




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN TERHADAP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 10 Tahun 2025
Tanggal 14 Juli 2025
Pembuatan
Tanggal 14 Juli 2025
Pengesahan
KOMISI PEMILIHAN UMUM Disahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oleh ]
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM
AN Ardj asnyah
\ \»\NLP—I‘ﬁ}‘GIOZl 200502 1 002
Nama SOP PELAYANAN TERHADAP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata naskah dinas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2025.

1. Memiliki Kemampuan Administrasi dan Pelayanan Informasi

Mampu menangani pemohon dengan aktif

3. Memahami ketentuan tata naskah sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum.

d

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Ruang Pelayanan Informasi, Meja, Kursi, Lemari, Alat Tulis Kerja,
Komputer, Printer, Scanner,stampel

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai Alur
kegiatan

1. Pencatatan dan Pengarsipan
2. Laporan (Harian dan Bulanan)




ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERHADAP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Pemohon | Sekretaris | Ka.Sub | Pelaksana Persyaratan Waktu Output Ket
Bag
Pemohon informasi Kartu 10 Data Pemohon | Untuk pemohon
datang dengan mengisi identitas, akte | Menit | terisi, pemohon melalui surat,
formulir permohonan notaris, memenuhi email atau
keberatan O » dokumen syarat telpon, formulir
pengesahan diisikan oleh
badan publik Petugas
Pelayanan
Petugas Pelayanan Mengisi 15 Update nomor
menginformasikan formulir Menit | register formulir
nomor registrasi keberatan
formulir keberatan
Petugas Pelayanan 5 Formulir
menyampaikan formulir Menit keberatan
keberatan kepada tersampaikan
pejabat PPID
Pejabat PPID Nota
menyampaikan formulir Dinas/Dispops
keberatan kepada I pra—— isi/Arahan
atasan PPID
Pejabat PPID Jawaban 1 Hari | Pemberitahuan
menyampaikan formulir permohonan tertulis
keberatan kepada keberatan
atasan PPID O
Petugas Pelayanan Update 30 Disesuaikan
menyampaikan surat v register hari dengan
jawaban kepada pelayanan dan 3 ketentuan
pemohon O < informasi hari Pertaturan
Perundang-
Undangan dan
Peraturan
Komisi
Pemilihan

Umum




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP | 11 Tahun 2025
Tanggal :
Pembiistan 28 Juli 2025
Tanggal = 1
Pengesahan - ?J_qh i T
S Ketua-Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM _—Kabupaten Penajam Paser Utara,
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA L[ YAP L eERY :
Disahkan - i
Oleh ; . '
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM : /
amin Ishak
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
Nama SOP PEMILIH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan
Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1. Memiliki Pemahaman dan Kemampuan tentang
Proses Penyelenggaraan Sosialisasi;

2. Memiliki Pengalaman Mengikuti dan
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. RAB

2. KAK

3. Disposisi
4, Surat

5. Pre-test
6. Post-test

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka sosialisasi
tidak terlaksana dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU
TAHAP KEGIATAN

KASUBBAG

SEKRETARIS | pamiUBMAS SSOM | PELAKsAnA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT

Melaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan | l

Pemilih di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara e Bokishind Lo B R

Menentukan kelompok sasaran Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih, antara lain:

a. Masyarakat Umum;

b. Pemilih Pemula;

c. Tokoh Masyarakat;

Kelompok Media Masss;

Partai Palitik;
Pengawas dan Pemantau Pemilu;
. Organisasi Kemasyarakatan; Kelompok Sasaran 20 Menit | Berita Acara
. Kelompok Keagamaan;
Masyarakat Adat;
Instansi Pemerintah;
. Kelompok Marginal
Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup:
® Penyandang disabilitas
@ Penghuni lembaga permasyarakatan
® Pasien dan pekerja rumah sakit.

xR ooe e a

Menyusun materi sosialisasi dan pendidikan pemilih Materi 30 Menit Materi

Menentukan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih, antara
lain:
. Kamunikasi tatap muka;
. Penyampaian informasi melalui media massa; N
. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi:
. Penyampaian informasi melalui mobilisasi sosial;
. Website KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;

Papan Pengumuman KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
. Penyampaian Informasi melalui media sosial;
. Penyampaian informasi melalui media kreatif/lomba.

Metode
Sosialisasi

Metode Sosialisasi 30 Menit

TamMooa0 o




Membuat surat kepada pihak ketiga yang akan berpartisipasi

dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih < Surat Perjanjian 15 Menit Surat
Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pedidikan pemilih Melakukan Kegiatan 1 hari Dokumentasi
;ﬂ;::;sii:ﬁk::mi;?:ndokumentasian kegiatan sosialisasi dan Dokumentasi 30 Menit | Dokumentasi
Menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih Lap;;asr;all(iseg;?lan 30 Menit S;aslpa(:{:;sl




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PENCANTUMAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab_penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 12 Tahun 2025
Tanggal
Pembuatan 04 Agustus 2025
Tanggal )
Pengesahan 04 Ag‘.’?‘i“_ ?0251?
AN PENALAM PASER L / "ﬁﬁﬁﬁi!(omisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Aot heribg . o sblery iy
Disahkan R TARIA!
Oleh -
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM
“ o Megawali
- “NIP. 19780305 200912 2 002
Nama SOP PENGAJUAN PENCANTUMAN GELAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Surat Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Penjelasan terkait Layanan Pencantuman gelar ASN.

1. Mampu mengoperasikan komputer dan/atau
laptop;

2. Memahami peraturan dan ketentuan tentang
Pengajuan Pencantuman Gelar PNS;

3. Mengetahui tugas dan fungsi Kepegawaian
dan Organisasi.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Laptop/PC;

2. Printer dan Scanner;

3. Odner;

4. Data Normatif Kepegawaian.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan,
apabila tidak dilaksanakan maka PNS yang bersangkutan
tidak dapat mencantumkan gelar.

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa
softcopy/hardcopy.




SOP PENGAJUAN PENCANTUMAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO KEGIATAN
SEKRETARIS NASEIBNG PELAKSANA | PERSYARATAN | WAKTU OUTPUT
PARHUBMAS & SDM
Sekretaris memberikan disposisi kepada
Kasubbag Parhubmas & SDM untuk Disposisi, Daftar ; i
9 memetakan dan memverifikasi PNS yang PNS yang 10 D;ipozse'aozgi;:ﬁﬁ
mengajukan ijin belajar pendidikan terakhir mengajukan ijin Menit | Y29 belga : ; r |
dan telah selesai menempuh pendidikan belajar J
terakhir tersebut.
Kasubbag Parhubmas & SDM melakukan Daftar/Matriks PNS Daftar/Matriks PNS
proses pemetaan dan verifikasi, kemudian \ yang telah yang telah
membuat draft surat pencantuman gelar | menempuh 10 menempuh
2 | PNS yang ditujukan kepada KPU Provinsi pendidikan, konsep Menit pendidikan, konsep
Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan surat permohonan surat permohonan
mengarahkan staf untuk menyiapkan pengajuan pengajuan
dokumen pendukung kepegawaian. pencantuman gelar pencantuman gelar
Staf Pelaksana mengetik surat pengantar Draf Surat pengantar 30 Draf Surat pengantar
3 permohonan pencantuman gelar dengan Pencantuman Gelar Menit Pencantuman Gelar
lampiran dokumen kepegawaian. PNS PNS
Kasubbag Parhubmas & SDM melakukan
verifikasi dan validasi Surat Pengantar Draf Surat pengantar 10 Draf Surat pengantar
4 | Pencantuman Gelar PNS yang ditujukan N le Pencantuman Gelar . Pencantuman Gelar
kepada Sekretaris KPU Provinsi Lj PNS Menit PNS
Kalimantan Timur. Tidak
Sekretaris memberikan pengesahan Surat
Pengantar Pencantuman Gelar PNS yang
| itukan kepada Sekretaris KPU Provins . o Surst Pengartar o Surst Pangentar
Kalimantan Timur, apabila terdapat /‘ PNS PNS
ketidaksesuaian maka akan dikembalikan
untuk perbaikan.
i Ya
;| e tasaca Sai Polsana. nuk i | | ST
menyampaikan kepada KPU Provinsi ( Menit
X s PNS PNS
melalui email lembaga.
Staf Pelaksana mengirimkan melalui email
A Surat Pengantar
dan mengarsipkan Surat Pengantar 10 A
7. Pencantuman Gelar PNS pada arsip Pencantuman Gelar Menit Arsip

kepegawaian.

PNS




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 13 Tahun 2025
Tanggal 4 Agustus 2025
Pembuatan
Tanggal 4 Agustus 2025
Pengesahan
KOMIS!I PEMILIHAN UMUM Disahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oleh fbupaten Penajam Paser Utara,
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM
& T
Nama SOP | PENGUSULAN IZIN BEEAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerinta Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961
tentang Pemberian Tugas Belajar;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan tata kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretaria Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata naskah dinas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian
Tugas Belajar Dan Izin Belajar;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4  Tahun 2013 Tentang
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai
Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan.

1. Memiliki Kemampuan Administrasi dan Pelayanan Informasi

Mampu menangani pemohon dengan aktif

3. Memahami ketentuan tata naskah sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum.

e

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Ruang Pelayanan Informasi, Meja, Kursi, Lemari, Alat Tulis Kerja,
Komputer, Printer, Scanner, Stampel, Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai Alur
Kegiatan

Pencatatan dan Pengarsipan




ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur ASN Pelaksana | Ka.Sub | Sekretaris | SDM KPU Kelengkapan | Waktu Output Ket
Pengusul Bagian Provinsi
Menyampaikan Surat 5 Tersampaika
permohonan izin permohonan menit nnya
belajar/perkuliahan dan pengajuan
ditunjuk kepada kelengkapan permohona
Sekretaris lainnya nizin
belajar
Memberikan Lembar 5 Disposisi
Disposisi Disposisi menit
tindaklanjut > [ \
permohonan
Meneruskan 1.Disposisi 5 Disposisi
disposisi kepada 2.Surat menit
staf pelaksana Permohonon
untuk l I — an
ditindaklanjuti 3.Berkas
dengan verifikasi kelengkapan
berkas lainnya
Melaksanakan 1.Lembar 30 Surat
verifikasi berkas dan checklist menit Pengantar
membuat surat 2.Surat dan
pengantar O < Pengantar Rekomenda
permohonan izin 3.Surat si
belajar kepada Permohonan
Sekretaris KPU 4.Berkas
Provinsi Kalimantan lainnya
Timur
Mengoreksi dan 1.Surat 10 Paraf
memberikan Pengantar menit | Persetujuan
persetujuan draft 2.Surat
pengantar p‘ I Permohonan
permohonan izin 3.Berkas
belajar lainnya
Mengoreksi dan 1.Surat 10 Pengesahan
memberikan tanda Pengantar menit Surat
tangan pada surat 2.Surat Pengantar
pengantar & I Permohonan permohona
permohonan izin 3.Berkas nizin
belajar lainnya belajar
Mengadministrasi Agenda Surat 10 Administrasi
surat pengantar Keluar menit | pengajuan
permohonan izin < r ] -— izin belajar
belajar beserta \
kelengkapannya
Mengirimkan 1. Surat 10 Berkas
berkas kepada SDM Pengantar menit terkirim
KPU Provinsi Q 2.Surat
Kalimantan Timur > Permohona
3.Berkas
lainnya




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab_penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 14 Tahun 2025

Tanggal
Pembuatan 04 Agustus 2025
Tanggal
Pengesahan 04 Agustus 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM L S ————
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA - Kabupate_ﬂ'P;enajam
Disahkan (e —rpN
Oleh o BT

SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM pENAY

Al Yarg'mﬁ(

Nama SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan
Keterbukaan Informasi Publik; klasifikasi informasi publik.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Scanner,

4. Smartphone.

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan softcopy/hardcopy.




B T ST, e e e e i SO RS T Sl Ui -

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO KEGIATAN KPU KABUPATEN | KPU PROVINSI
PENAJAM PASER KALIMANTAN KPU RI PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
UTARA TIMUR
Mengajukan permohonan uji konsekuensi A Surat Permohonan . i
L informasi publik Uji Konsekuensi Disposisi/Arahan
y
Mengidentifikasi materi Informasi Publik, 5 o Vil "
2 | sifat Informasi Publik, dan lingkup K?é?:srka:::s?“ K‘;ir;‘::gﬂ;i
Informasi Publik yang akan dikecualikan ‘lr
3 Mengidentifikasi potensi  konsekuensi Kajian Materi Uji Lembar Uiji
bahaya akibat dibukanya Informasi Publik Konsekuensi Konsekuensi
| Mengidentifikasi undang-undang yang y : ; i .
= ; s Kajian Materi Uji Lembar Uji
| 4 | menjadi dasar hukum atas Informasi Publik : :
yang akan dikecualikan Konsekuensi Konsekuensi
| < Kajian Materi Uji Lembar Uji
5 | Mengidentifikasi kepentingan publik Konbskisinal Kotaakiionss
Melakukan penyeimbangan antara potensi Kaii R
: : ajian Materi Uji shans i
6 kons.ekuensn bahaya dengan kepentingan Konasliens Hasil Uji Konsekuensi
publik
Menyimpulkan hasil pengujian
7 konsekuensi dengan menetapkan Hasil Uji Penetapan
Informasi Publik yang diuji konsekuensi Konsekuensi Keputusan
bersifat dikecualikan atau terbuka.




KOMiISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab_penajampaserutara@kpu.go.id

2025



Nomor SOP 15 Tahun 2025
;:rr;gbg:;tan 04 Agustus 2025
Tanggal — o
Pengesahan 04 Aw§§:2025 AN
KOMISI PEMILIHAN UMUM / PIN. Sekretaris KQm\fsi Pemilihan Umum
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Kabupateﬂ;?;g'qﬁam Paser Utara,
Disahkan "
Oleh 2 L
SUB BAGIAN PARHUBMAS DAN SDM NN
N0 Megawati
“NIP.-19790305 200912 2 002
Nama SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

1. Mampu mengoperasikan komputer dan/atau
laptop;

2. Memahami peraturan dan ketentuan tentang
Pengajuan Pencantuman Gelar PNS;

3. Mengetahui tugas dan fungsi Kepegawaian
dan Organisasi.

4.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Dokumen Informasi Publik di setiap bulan;
2. Softcopy dokumen Informasi Publik;

3. Laptop/PC;

4. Printer dan Scanner;

5. Pulpen;

6. Cap/Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini Wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa
softcopy/hardcopy.




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO KEGIATAN PETUGAS PEJABAT PPID/
PPID/ KASUBBAG A | PERSYARATAN | WAKTU OUTPUT
OPERATOR | PARHUBMAS & SDM
Menghimpun dokument Informasi Publik Hardcopy dokumen Hardcopy dokumen
1 dari seluruh Sub Bagian di KPU Kabupaten dari setiap Sub 1jam dari setiap Sub
Penajam Paser Utara Bagian Bagian
. Softcopy dokumen Softcopy dokumen
Menyerahkan softcopy data Informasi pail 10 ot
2 : : dari setiap Sub ; dari setiap Sub
Publik kepada Pejabat PPID Bagian Menit Bagian
\
. ) ; s Softcopy dokumen Softcopy dokumen
Menverifikasi Informasi Publik yang telah | I Pl il
3 g dari setiap Sub 1 Jam dari setiap Sub
dihimpun oleh Petugas PPID Bagian Bagian
Menyerahkan softfile Informasi Publik hasil
4 verifikasi kepada Petugas PPID dan S?jf;?spguc;okgﬁm:n 10 Szf;i.osgﬁc:’kg?:"
kepada Atasan PPID untuk Evaluasi dan Ba iap:1 Menit Ba iapn
Monitoring PPID 9 9
. . ; Softcopy dokumen
Menerima dan menyimpan Informasi . i 10 <
5 Publik dalam storage internal PPID el ;:;iaa;:.'Sub Menit Aralp




Nomor SOP 16/2025
Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara _———=—__
\\\““ a0, /? hSekretaris
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK D /D
NAMA SOP SOPW PPNPN DAN GAJI
SUSULAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

N

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang
tala Cara Pembayaran Dalan Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Surat Keputusan KPU Nomor 4/2025 tentang Pembayaran Uang
Kehormatan Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Perdirjen Pembendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang
Tatacara Pembayaran Penghasilan bagi PPNPN yang di Bebankan
pada APBN

Perdirjen Pembendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan
Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tatacara Pembayaran
Penghasilan bagi PPNPN yang di Bebankan pada APBN

Perdirjen Pembendaharaan Nomor PER-22/PB/2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan
Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tatacara Pembayaran
Penghasilan bagi PPNPN yang di Bebankan pada APBN

Perdirjen Pembendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan
Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tatacara Pembayaran
Penghasilan bagi PPNPN yang di Bebankan pada APBN

Memahami Prosedur Pengajuan gaji PPNPN dan gaji
susulan PPNPN

Memahami Regulasi yang berkaitan dengan Tatacara
Pengajuan Gaji PPNPN dan Gaji Susulan PPNPN
Memahami peraturan yang menjadi payung hukum
pengelolaan pengajuan gaji

Memahami dan Memiliki Kualifikasi
Mengopreasikan Aplikasi Gaji

dalam

berjalan efektif

Pengajuan Gaji di Ajukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15
bulan sebelumnya.

SP2D diterbitkan pada tanggal 21 bulan sebelumnya.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi Sakti
4. Data Dukung lainnya
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengajuan gaji tidak Arsip bagian keuangan dan Pelaporan




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PPNPN DAN GAJI SUSULAN PPNPN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAJUAN GAJI PPNPN DAN GAJI SUSULAN PPNPN

PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO KEGIATAN Operator Bendahara PPSPM PPK Operator Operator Persyaratan Waktu Output
sakti Pengeluaran Komitmen | Pembayaran /Perlengkapan
PPNPN
) &8
2. Melakukan rekam \L tolak Daftar Pembayaran 2 Data pembuatan
pembuatan Gaji = Penghasilan PPNPN jam gaji telah direkam
PPNPN dan Gaji >3 pada aplikasi Gaji
Susulan PPNPN < KPPN Terpusatan
- tolak telah melakukan
pencetakan draf
gaji PPNPN
3. Melakukan Telah merekam data 10 Telah
pengiriman Gaji tolak gaji dan mencetak draf | menit | dilakukan
PPNPN gaji pengiriman
data gaji ke
Bendahara
Pengeluaran
4. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Bendahara
dan Persetujuan pengiriman data gaji menit | Pengeluaran
atas Gaji PPNPN ke Bendahara Telah menyetujui
dan Gaji Sususlan Pengeluaran data gaji
PPNPN
5. Melakukan proses Bendahara 5 Telah dilakukan
pengiriman data Gaji Pengeluaran telah menit | Pengiriman data gaji
PPNPN dan Gaji etuju menyetujui data gaji ke PPK
Susulan PPNPN
6. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas >‘ pengiriman data gaji menit | disetujui PPK




Gaji PPNPN dan Gaji ke PPK
Susulan PPNPN
Gaji PPNPN dan Gaji
Susulan PPNPN

T Melakukan proses PPK telah menyetujui 5 Telah dilakukan
pengiriman data gaji data gaji menit | pengiriman data gaji
PPNPN dan gaji setuju ke PPSPM
Susulan PPNPN

8. Melakukan Verifikasi 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas PPABP telah menit | disetujui PPSPM
gaji PPNPN dan gaji mengirimkan data gaji
Susulan PPNPN ke PPSPM

9. Melakukan proses se PPSPM telah 2 Data gaji telah di
pengiriman data gaji menyetujui data gaji jam kirim dan telah di
ke KPPN untuk Approve KPPN
dilakukan rekonsiliasi

10. Melakukan impor Data gaji telah di kirim 10 Data gaji telah di
data gaji pada aplikasi dan telah di Approve menit | impor
SAKTI modul KPPN
komitmen

11. | Melakukan rekam Data gaji telah di 10 SPP, SSP dan
SPP, SSP dan impor menit | lampiranya telah di
lampiranya serta rekam pada Aplikasi
melakukan tol SAKTI Modul
pencetakan pada Pembayaran
aplikasi SAKTI
modul pembayaran

12. | Bendahara SSP telah di cetak 5 SSP telah di
pengeluaran menit | tandatangani
menandatangani SSP bendahara

pengeluara

13. | PPK melakukan SPP telah di rekam dan 5 SPP sesuai dengan
verifikasi, telah di cetak menit | pembebanan akun
menandatangani dan telah di validasi
dokumen SPP, PPK
Validasi SPP pada >
Aplikasi SAKTI
Modul PPK serta
melakukan OTP
PPK

14. | Melakukan cetak setuju SPP telah di Validasi 5 SPM dan
SPM dan lampiranya pada Aplikasi SAKTI menit | lampiranya telah

Modul PPK tercetak




15. | Menandatangani SPM SPM dan lampiranya 15 SP2D telah dicatat
beserta lampiranya, telah di cetak dan menit
scan dokumen SPM dokumen pendukung
beserta lampiranya telah lengkap dan
dan Upload dokumen sesuaiSP2D telah
SPM, data dukung dicatat
SPM serta melakukan
OTP
PPSPM
16. | Melakukan Upload SP2D telah diterbitkan 5 SP2D telah dicatat
SP2D yang telah di KPPN menit
terbitkan oleh KPPN
17. Melakukan SP2D telah tercatat 10 Dokumen lengkap
pengecekan dokumen -Dokumen fisik telah menit | dan di arsipkan pada
dan memastikan lengkap arsip keuangan
dokumen SP2D
beserta lampiranya
telah lengkap dan
telah di
tandatangani




Nomor SOP 17/2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK 7\
v R TE
i SURAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan 1.

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan 3.

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Klafikasi Arsip

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Indepeden
Pemilihan Kabupatenn/Kota

Memahami Regulasi yang berkaitan dengan
Tata Naskah Dinas KPU dan Kode
Klasifikasi arsip

Memahami Prosedur dan Tatacara
Persuratan Mampu Menginventariskan dan
Melaporkan Dokumen Permohonan

Mampu Berkoordinasi denga Ketua dan
Anggota KPU, Sekretaris dan Sekretariat
KPU Penajam Paser Utara

Teliti, Berintegrasi, Tepat waktu dan
Bertanggungjawab

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT
KELUAR

1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
2. Alat Tulis Kantor
3. Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak Dilaksanakan, maka menghambat
Koordinasi KPU dengan pihak Internal dan Eksternal

1. Rekapitulasi Surat Keluar Google Drive TU
KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Aplikasi Srikandi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Staf Kasubbag Sekretaris Ketua
Subbag KUL KPU KPU Kelengkapan Waktu Output
Umum
A. SURAT MASUK
1. a. Menerima dan meneliti surat masuk; Buku Agenda Surat 30 Surat Masuk tercatat
b. Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda surat Masuk, Komputer, Menit dalam Buku Agenda
masuk; Lembar 30 Menit Surat Masuk
c. Mencatat surat masuk kedalam lembar disposisi - Disposisi, ATK
d. untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala
e. _ Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Surat Masuk, 30 Berkas Surat
b. Logistik mengoreksi surat tersebut; - Lembar Menit Masuk
c. Meneruskan surat kepada Sekretaris. Disposisi
Sekretaris meneliti surat untuk diserahkan kepada N Berkas Surat 30 Berkas Surat
Ketua Masuk, Lembar Menit Masuk diterima
Disposisi Sekretaris
Ketua mendisposisi surat dan mengembalikan kepada Berkas Surat 30 Terdisposisi Oleh
Sekretaris ‘ Masuk, Lembar Menit Ketua
Disposisi
Surat diterima oleh Sekeretaris untuk di disposisi dan Berkas Surat 30 Berkas Surat
dikembalikan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan __-< Masuk, Lembar Menit Masuk
Logistik Disposisi Terdisposisi
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Berkas Surat 30 Surat Masuk
mendistribusikan ke tujuan disposisi surat Masuk, Lembar Menit diterima oleh
Disposisi tujuan disposisi
Surat
a. Melakukan scan surat; Berkas Surat 30 Surat Masuk
b. Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah Masuk, Lembar Menit diarsipkan
selesai di disposisi. Disposisi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Staf Kasubbag Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output
Subbag KUL KPU KPU
Umum
B. SURAT KELUAR
1. | Menyusun konsep Surat Keluar Buku Agenda Surat 10 Draft Surat
- Keluar, Komputer, Menit Keluar
Printer, ATK
2. | Memeriksa isi surat dan memberi paraf Draft Surat Keluar 10 Draft Surat Draft
Menit Surat Keluar Keluar
di periksa dan paraf
kemudian diserahkan
kepada Sekretaris
3 Memeriksa isi surat dan memberi paraf/tanda tangan iz N Draft Surat Keluar, ATK 15 Draft Surat Keluar
®——@ Menit | diperiksa dan diparaf
4. Memberi Nomor Surat Keluar < ] Draft Surat Keluar, Buku 5 Surat Keluar dinomori
F( Agenda Surat Keluar Menit
5. | Mengentri Surat ke Buku Agenda/Komputer Draft Surat Keluar, 5 Surat Keluar dicatat
Buku Agenda Surat Menit dalam Buku Agenda
J Keluar Surat Keluar
6. Mendistribusikan Surat ke Satker/Alamat Tujuan Surat Surat Keluar, Buku 30 Surat Keluar
- Ekspedisi Surat Keluar Menit Dikirim ke
Satker/Alamat Tujuan
7. Melakukan Scan dan Mengarsipkan Surat - P Surat Keluar, Lemari 5 Surat Keluar
o Arsip Menit Diarsipkan




kegiatan

maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan

Nomor SOP 18/2025
Tanggal Pengesahan | 7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara==ma
O 2 PR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM \: N
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA S
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN \ij/ NIP. 1 _\69605 200912 2 002
LOGISTIK N\ ) S
NAMA SOP S NGA. SPM UP& LS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 . Memahami Prosedur Pengajuan SPM
Tentang Keuangan Negara UP&LS . .
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang - Memahami Regulasi yang berkgltan
Pembendaharaan Negara dengan Tatacara Pengajuan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pengajuan SPM UP &‘ LS _
190/PMK.05/2012 Tentang tala Cara - Mampu  Berkoordinasi  dengan
Instansi Terkait
Pembayaran Dalan Rangka Pelaksanaan : i
q d Belani . Memahami peraturan yang menjadi
Anggaran  Pendapatan e st payung hukum pengajuan SPM UP
Negara & LS
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 . Memahami dan Memiliki Kualifikasi
Tahun 2024 tentang Perubahan atas dalam Mengopreasikan  Aplikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 System .Informas1 Manajemen dan
Tahun 2023 Tentang Perencanaan Akuntasi
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGAJUAN SPM UP & LS 1. Komputer, Printer, Scanner
2. Surat Pernyataan UP
3. Surat Pertanggungjawaban Multak (SPTJM)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu SP2D




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM UP & LS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

 PERENCANAAN PENGAJUANSPM UP & LS

PELAKSANA

INDIKATOR KERJA

NO | KEGIATAN BENDAHARA PPK/KPA/PPSPM KPPN KELENGKAPAN WAKTU | OUTPUT KET
ADMINISTRASI
1 2 3 4 5 6 7
1. Rapat Menyusun Mencermati Meneliti /Menyetujui 1. SK. KPA dan SK Pengelola 1 (satu) | Dokumen Pelayanan
2 Persiapan kebutuhan ketersediaan Anggaran Batas UP. 18.000.000 Keuangan; hari SP2D Prima KPPN
Pengajuan operasional pada DIPA/POK sesuai Besaran Pagu 2.  Surat Persetujuan Pembukaan
SPMLS DIPA 60% berdasarkan Rekening
kebutuhan operasional 3. Dokumen SPM
Rutin dan kkp 12.000.000 | 4. ADK.
40% 5. DRPP (Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran)
Bendahara PPK meneliti kebenaran | Meneliti/ menyetujui e LS. Pihakkelll : 1 (satu) Dokumen Pelayanan
Penerimaan bukti tagihan dan apabila dokumen sudah 1. Kartu Pengawasan Kontrak hari SP2D Prima KPPN
Tagihan dari Pihak ketersediaan Anggaran | sesuai, KPPN (SPM Kontraktual)
ke III atau yang ada, kemudian menerbitkan SP2D (Surat | 2.  Surat Setoran Pajak
kebutuhan PPK menyusun SPP dan | Perintah Pencairan Dana) | 3. Faktur Pajak (Khusus PPN,
operasional Kantor menyampaikan kepada | ke Rekening Satker. Pengusaha kena Pajak)
yang tidak dibayar PPSPM untuk 4. Kuitansi dan Invoice
melalui UP. (Uang diverifikasi bukti - bukti 5. SPK
Persediaan) terlampir dalam 6. Rekening aktif Pihak ke-3
pengajuan SPP, dan
PPSPM wajib menolak e SPM LS Bendahara:
apabila hasil verifikasi 1. Daftar Bayar/Daftar Nominatif
bukti lampiran 2. Surat Setoran Pajak untuk yang
dokumen SPM belum kena Paja_k
lengkap. 3. Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP) GUP

SPM Gaji/Tunjangan Pegawai:




1. Rekap pembayaran
2. Daftar Pembayaran
Penghasilan

Penarikan
Dana

Bendahara
mengajukan Cek

Kuasa Pengguna
Anggaran menyetujui
dan menandatangani
cek sesuai kebutuhan
operasional kantor dan
lain-lainnya

KTP Bendahara, Cek, KTP KPA,
Surat Pendebitan Rekening, Surat
Kuasa jika bukan bendahara yang
melakukan penarikan, dam Kartu
Kredit Pemerintah

60 Menit

Pencairan
Dana untuk
Pihak ke III
(pengusaha)
dari KPPN ke
rekening
Pengusaha
yang
bersangkut an,
sedangkan
untuk gaji
KPPN
langsung
transfer ke
Rekening
pribadi
Pegawai




Nomor SOP 19 /2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK _
NAMA \N PERTANGGUNGJAWABAN
el KEUA ARA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. Memahami Prosedur Petanggungjawaban

Tentang Keuangan Negara Keuangan Negara .
2. Memahami Regulasi yang berkaitan dengan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tatacara Petanggungjawaban Keuangan
tentang Pembendaharaan Negara Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62
Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Anggaran,Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang tala Cara
Pembayaran Dalan Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA BKU

Komputer, Printer, Scanner,
Jaringan internet

ATK

hAON=

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu 1. BKU
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kegiatan




T T L A e R e S T dfi< i

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

|

\

|

‘ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
|

|

\

PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO | KEGIATAN BENDAHARA PPK/KPA OPERATOR KPPN KELENGKAPAN WAKTU | OUTPUT KET
| SAIBA/BMN ADMINISTRASI
‘ 1 2 3 4 5 6 7
| 1, Menyusun Wajib PPK melakukan Memposting Melaksanakan Verifikasi
‘ Laporan menyusun LPJ pengujian atas transaksi bulan atas LPJ Bendahara BKU APLIKASI
| Pertanggun Bendahara bukti-bukti berjalan pada Pengeluaran terhadap: SAKTI,
gjawaban secara bulanan pengeluaran akhir bulan. 1. Menguji Kesesuaian BKU, BUKU Dokumen Pelayanan
atas uang yang berdasarkan Saldo awal PEMBANTU 1 Bulan LPJ bulanan Prima
dikelola baik penatausahaa n 2. Menguji Kesesuaian LAINNYA DAN KPPN
dalam bentuk yang dilakukan Saldo rekening Bank BUKU BANTU
rupiah maupun oleh bendahara 3. Menguji Kesesuaian PENGAWASAN
surat-surat PPK melakukan jumlah vang di ANGGARAN
berharga Rekonsiliasi, brankas
LPJ disusun mengesahkan/ 4. Menguji kebenaran
berdasarkan menyetujui penghitungan
Buku Kas keabsahan semua 5. Menguji kesesuaian
Umum, bukti yang telah Saldo UP Penguji
Bukubuku disusun oleh kesesuaian
Pembantu dan Bendahara atas penyetoran ke Kas
Buku daftar nominatif Negara
Pengawasan serta SPTJ dengan 6. Meneliti kepatuhan
Anggaran SPBy serta Bendahara dalam
Menyampaikan lampiran, menyetor pajak
Daftar 3. PPK /KPA 7. Meneliti izin
Nominatif, menyampaika n rekening Bendahara.
bukti-bukti Laporan realisasi
pengeluaran anggaran setiap




dan SPTJ bulan kepada
kepada PPK Sekretaris Jenderal
4. Wajib KPU RI & anggota
| menyimpan KPU Kab. Karo
| Asli dan arsip
‘ Dokumen
| Keuangan
| dalam kurun
‘ waktu paling
‘ lama 10 Tahun
masa aktif,
masa inaktif 36
Tahun




Nomor SOP 20/2025
Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN egawati
LOGISTIK 7\ le 200912 2 002
\ S/
NAMA PEI\MZ’%\UR\'I:_AMGRAN
e KEUANG
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2.

Memahami Prosedur
Keuangan

Memahami Regulasi yang berkaitan dengan

Penyusunan Laporan

Pembendaharaan Negara

Peraturan = Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam  Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1191);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1350

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1413)

Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan
Mampu Berkoordinasi dengan Instansi Terkait

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Laptop
2. Aplikasi SAKTI
3. Modul GLP
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak Dilaksanakan, maka menghambat
Koordinasi KPU dengan pihak Intemal dan Eksternal

1. Surat Hasil Rekonsilasi
2. Tutup Buku Permanen




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Operator | Operator KPA KPPN
GLP Aset Perlengkapan Waktu Output
A. Laporan Bulanan
L Memposting Transaksi Bulan berjalan pada Laptop, dan aplikasi 30 Tutup Buku
setiap bulan ’ SAKTI Modul GLP | Menit Permanen
2. Melakukan Rekon internal dengan Operator Laptop, dan aplikasi 45 Tutup Buku
Aset SAKTI Modul GLP | Menit Permanen
3. Melakukan Tutup Buku Permanen Aplikasi Laptop, dan aplikasi 20
SAKTI SAKTI Modul GLP | Menit
4. Menunggu hasil Olap pada Aplikasi Mon Laptop, dan aplikasi 60 Surat Hasil
SAKTI e w s MonSAKTI Menit Rekonsilasi
9




Nomor SOP 21 /2025
Tanggal Pengesahan [7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPUWnajam Paser
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM - X
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK
ad NEGARA (BMN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor
tentang Perbendaharaan Negara;

1 tahun 2004

Memahami Prosedur

Milik Negara

Penata Barang

2. Memahami Regulasi yang Berkaitan
2. Perpres No. 54 Tahun 2910 tentang 3. Prosedur Penataan Barang milik Negara
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 4. Memahami peraturan yang menjadi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia payung _hukum pengelolaan aset BMN
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 5. Memiliki Kemampuan Teknis dalam
. Pengelolaan Data dan Inventarisasi
Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6. Memahami dan Memiliki Kualifikasi
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara dalam Mengoperasikan Aplikasi System
Informasi Manajemen dan Akuntasi
Pelaksanaan Penghapusan BMN Bareng Mtk Negira
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Laporan Stok Opname
2. Laporan kondisi BMN
3. Surat Permohonan
4. SK Persetujuan Penghapusan
5. Risalah Lelang

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu

maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan

kegiatan

Laporan Pelaksanaan Penghapusan BMN




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENGHAPUSAN BMN KPU
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KASUBBA TIM SEKJEN PENGELO
G KUL PENGHAPU LA Perlengkapan Waktu Output
SAN
1. Membentuk Tim Internal Penjualan dan Daftar Nama Pegawai | 60 Menit SK TIM
Penghapusan BMN ' Penghapusan
BMN
2: Melakukan Stok Opname Terhadap BMN, Laporan Stok Opname 120 BA Opname
, Menit BMN
3. 1. Mengecek Apakah Sudah dilakukan 60 Menit Hasil
Penetapan Status Penggunaan (PSP) PSP Penilaian
BMN; 0] Laporan Kondisi
2. Pada Aplikasi SAKTI Aset, Barang BMN
yang akan dihapus sudah di rubah [ Surat Keterangan
kondisinya menjadi Rusak Berat dan 3 Penghentian BMN
Dihentikan dari Penggunaan. 0 Berita Acara
3. Melakukan Survey Harga Limit BMN Survey Harga Limit
yang di ajukan untuk dihapuskan; [ BA Penelitian dan
4. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN
Penilaian BMN; 0 BA Penetapan |
5. Membuat Berita Acara Penetapan Harga Harga Limit
Limit. {
a i




Melalui Kuasa Pengguna Barang

Berkas Lelang

mengajukan usulan Penjualan BMN secara Hari
berjenjang kepada Sekretaris Jenderal selaku
Pengguna Barang dengan melampirkan:
1. Daftar BMN yang akan dihapus
2. SK Tim Internal Penjualan dan
Penghapusan
3. Foto-foto BMN yang dihapus
4. Surat Pernyataan dari satker bahwa
BMN tidak dipergunakan lagi untuk
menunjang tugas dan fungsi dan
tidak akan meminta anggaran untuk
barang pengganti atas barang yang
dijual
5. Surat Pernyataan Harga Limit
6. Surat Pernyataan bersedia
bertanggung jawab apabila dalam
pemeriksaan Aparat Pengawaan
Internal Pemerintah (APIP)
7. Penilaian harga/nilai limit dari
KPKNL setempat
8. Berita Acara Penelitian dan
Penilaian BMN
9. Berita Acara Penetapan Harga
Limit
Persetujuan Penghapusan Surat Permohonan 30 SK
A,‘ Menit Persetujuan
Penghapusan
Pelaksanaan Lelang SK Persetujuan Risalah
Penghapusan Lelang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Risalah Lelang 30 Laporan
Penghapusan BMN Menit Pelaksanaan
Penghapusan
BMN




Nomor SOP 22/2025
Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK ki
PENGAJ JBAN TUNJANGAN
NAVA SOP e
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; 1. Memahami Prosedur Pengajuan Gaji
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Tunjangan Kinerja ASN
/ Jasa Pemerintah; 2. Memahami Regulasi yang berkaitan
3. PMK-171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem dengan Tatacara Pengajuan Gaji dan
SAKTIL; Tunjangan Kinerja ASN
4. PMK-22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Terkait
Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. PMK-210/PMK.05/2022 Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan APBN

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
ISOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN

1. Peralatan Komputer,

2. Kertas,

3. printer,

4. aplikasi SAKTI

5. aplikasi Gaji KPPN Terpusat;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Jika SOP tidak di , maka Pengajuan gaij tidak berjalan Arsip bagian keuangan dan pelaporan

efektif

2. Pengajuan Gaji Induk, Gaiji Susulan, Kekurangan Gaji dan Gaji
Terusan diajukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan
sebelumnya.

3. SP2D diterbitkan pada tanggal 21 bulan sebelumnya.




LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN

PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO KEGIATAN PPABP Bendahara PPSPM PPK Operator Operator Persyaratan Waktu Output
Pengeluaran Komitmen | Pembayaran /Perlengkapan

2. Melakukan rekam SK CPNS, SK PNS, 2 Data pembuatan
pembuatan Gaji | tolak SK Kenaikan Pangkat, jam gaji telah direkam
Induk, Kekurangan tolak SK Jabatan, SK KGB, Jots aplileal gl
Gaji, G_aji Susulan & SK Pensiun, SPMT, KPPN Terpusat
dan Gaji Terusan tolak SPP dan telah
serta mencetak melakukan
dokumen gaji pencetakan draf

gaji

3. Melakukan Telah merekam data 10 Telah
pengiriman Gaji gaji dan mencetak draf menit dilakukan
Induk, Kekurangan gaji pengiriman
Gaji, Gaji Susulan data gaji ke
dan Gaji Terusan ke Bendahara
Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran

4. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Bendahara
dan Persetujuan pengiriman data gaji menit Pengeluaran
atas Gaji Induk, ke Bendahara
Kekurangan Gaji, Pengeluaran telah
Gaji Susulan, dan menyetujui
Gaji Terusan data gaji




5. Melakukan proses Bendahara 5 "Telah dilakukan
pengiriman data Gaji Pengeluaran telah menit pengiriman"
Induk, Kekurangan s¢tuju menyetujui data gaji

Gaji, Gaji Susulan & data gaji ke
dan Gaji Terusan ke
PPK PPK

6. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas pengiriman data gaji menit disetujui PPK
Gaji Induk, Gaji ke PPK
Susulan,
Kekurangan Gaji,
Gaji Susulan, dan
Gaji Terusan

7. Melakukan proses PPK telah menyetujui 5 Telah dilakukan
pengiriman data Gaji setuju data gaji menit pengiriman data
Induk, Kekurangan gaji ke PPSPM
Gaji, Gaji Susulan
dan Gaji Terusan ke
PPSPM

8. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas mengirimkan data gaji menit disetujui PPSPM
Gaji Induk, Gaji ke PPSPM
Susulan, Kekurangan >
Gaji, Gaji Susulan, setu
dan Gaji Terusan

9. Melakukan proses PPSPM telah 2 Data gaji telah di
pengiriman data gaji menyetujui data gaji jam kirim dan telah di
ke KPPN untuk Approve KPPN
dilakukan rekonsiliasi
10 Melakukan impor Data gaji telah di kirim 10 Data gaji telah di
data gaji pada aplikasi dan telah di Approve menit impor
SAKTI modul KPPN
komitmen

11. | Melakukan rekam Data gaji telah di 10 SPP, SSP dan
SPP, SSP dan impor menit lampiranya telah
lampiranya serta di rekam pada




melakukan Aplikasi SAKTI
pencetakan pada tolak Modul
aplikasi SAKTI Pembayaran
modul pembayaran

12. Bendahara SSP telah di cetak 5 SSP telah di
pengeluaran menit tandatangani
menandatangani SSP bendahara

pengeluaran

13. | PPK melakukan SPP telah di rekam dan 5 SPP sesuai
verifikasi, == setuju telah di cetak menit dengan
menandatangani pembebanan akun
dokumen SPP, dan telah di
Validasi SPP pada validasi PPK
Aplikasi SAKTI
Modul PPK serta
melakukan OTP
PPK

14. | Melakukan cetak SPP telah di Validasi S SPM dan
SPM dan lampiranya pada Aplikasi SAKTI menit lampiranya telah

Modul PPK tercetak

15. | Menandatangani SPM SPM dan lampiranya 15 SPM dan data
beserta lampiranya, telah di cetak dan menit pendukung telah
scan dokumen SPM dokumen pendukung terkirim ke KPPN
beserta lampiranya telah lengkap dan
dan Upload dokumen sesuai
SPM, data dukung
SPM serta melakukan
OTP PPSPM

16. | Melakukan Upload SP2D telah diterbitkan 5 SP2D telah dicatat
SP2D yang telah di KPPN menit
terbitkan oleh KPPN

17. | Melakukan -SP2D telah tercatat 10 Dokumen lengkap
pengecekan dokumen -Dokumen fisik telah menit dan di arsipkan
dan memastikan lengkap pada arsip
dokumen SP2D keuangan

beserta lampiranya
telah lengkap dan
telah ditandatangani




Nomor SOP 23 /2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

Utara __——_

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

1.

Memahami Prosedur Pengajuan Uang
Makan Pegawai

2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 2. Memahami Regulasi yang berkaitan
Barang / Jasa Pemerintah; dengan Tatacara Pengajuan Uang
3. PMK-171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Makan Pegawai
Sistem SAKTI; 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
4. PMK-22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Terkait
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. PMK-210/PMK.05/2022 Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan APBN
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
72/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Uang
Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGAJUAN UANG MAKAN PEGAWAI
1. Daftar hadir pegawai
2. Kertas, printer, alat tulis,
3. aplikasi SAKTI dan
4. aplikasi Gaji KPPN Terpusat;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kegiatan

Arsip bagian keuangan dan pelaporan




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UANG MAKAN PEGAWAI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAJUAN UANG MAKAN PEGAWAI
PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO KEGIATAN PPABP Bendahara PPSPM PPK Operator Operator Persyaratan Waktu Output
Pengeluaran Komitmen | Pembayaran /Perlengkapan
1. | Membuat Rekap Telah membuat Rekap 1 Data Rekap Daftar
Absensi / Daftar Daftar Hadir Pegawai jam Hadir Pegawai
Hadir Pegawai ’

2. Melakukan rekam Daftar Perhitungan 30 Data pembuatan
pembuatan Uang Makan Pegawai menit | Perhitungan
Perhitungan tolak telah direkam
Daftar Uang Makan P ke Aplikasi GPP
dan Uang Makan <€ Desktop dan
Susulan di Aplikasi < tolak melakukan
Desktop GPP pencetakan draf

gaji

3. Melakukan tolak Telah merekam data 10 Telah
pengiriman Data uang makan menit | dilakukan
Uang makan dan pengiriman
kekurangan Uang Daftar uang makan
Makan Bendahara Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran

4. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Bendahara
dan Persetujuan Data pengiriman data uang menit | Pengeluaran
Uang Makan dan makan ke Bendahara Telah menyetujui
kekurangan ~ Pengeluaran data Uang Makan
Kekurangan Uang =
makan Bendahara setuju
Pengeluaran




5. Melakukan proses Bendahara 5 Telah dilakukan
pengiriman data Gaji Pengeluaran telah menit | Pengiriman data
uang Makan dan L menyetujui data uang Uang Makan ke
kekurangan uang - X Makan PPK
makan

6. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas pengiriman data gaji menit | disetujui PPK
uang makan dan > ke PPK
kekurangan
uang makan

T Melakukan proses PPK telah menyetujui 5 Telah dilakukan
pengiriman data uang data uang makan menit | pengiriman data
makan dan setuju uang makan ke
kekurangan uang PPSPM
makan ke
PPSPM

8. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data uang makan
dan Persetujuan atas mengirimkan data menit | telah disetujui
uang makan dan uang makan ke PPSPM
kekurangan uang 7 PPSPM
makan

9. Melakukan proses setuj PPSPM telah 2 Data uang makan
pengiriman uang menyetujui data uang jam telah di kirim dan
makan dan makan telah di Approve
kekurangan uang KPPN
makan ke KPPN
rekonsiliasi

10 Melakukan impor Data uang makan telah 10 Data makan telah di
data uang makan pada di kirim dan telah di menit | impor
aplikasi SAKTI Approve KPPN
modul komitmen

11. | Melakukan rekam Data gaji telah di 10 SPP, SSP dan
SPP, SSP dan v impor menit | lampiranya telah di
lampiranya serta tolak rekam pada Aplikasi
melakukan SAKTI Modul
pencetakan pada Pembayaran
aplikasi SAKTI

modul pembayaran




12. | Bendahara SSP telah di cetak 5 SSP telah di
pengeluaran menit | tandatangani
menandatangani SSP bendahara

pengeluaran

13. | PPK melakukan SPP telah di rekam dan 3 SPP sesuai dengan
verifikasi, telah di cetak menit | pembebanan akun
menandatangani dan telah di validasi
dokumen SPP, — PPK
Validasi SPP pada
Aplikasi SAKTI
Modul PPK serta
melakukan OTP
PPK

14. | Melakukan cetak SPP telah di Validasi 5 SPM dan
SPM dan lampiranya pada Aplikasi SAKTI menit | lampiranya telah

Modul PPK tercetak

15. | Menandatangani SPM SPM dan lampiranya 15 SPM dan data
beserta lampiranya, telah di cetak dan menit | pendukung telah
scan dokumen SPM dokumen pendukung terkirim ke KPPN
beserta lampiranya telah lengkap dan
dan Upload dokumen sesuai
SPM, data dukung
SPM serta melakukan
OTPP PSPM

16. | Melakukan Upload SP2D telah diterbitkan 5 SP2D telah dicatat
SP2D yang telah di KPPN menit
terbitkan oleh KPPN

17. | Melakukan -SP2D telah tercatat 10 Dokumen lengkap
pengecekan dokumen -Dokumen fisik telah menit | dan di arsipkan pada
gan kun::ma.ss;)d;ala)n lengkap arsip keuangan

okumen
beserta lampiranya
telah lengkap dan
telah di

Tandatangani




Nomor SOP 24/2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

‘:
Qif 200912 2 002

LOGISTIK 7\ :
N ~ L
NAMA SOP PEWBKRANG MILIK
NEGARA {
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 1.
Pembendaharaan Negara 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang ’
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawab 4.

tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
Tentang tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara 5.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas , Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2027  Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memahami Prosedur Penata Barang milik
Negara

Memahami Regulasi yang Berkaitan
Prosedur Penataan Barang milik Negara
Memahami peraturan yang menjadi payung
hukum pengelolaan aset BMN

Memiliki Kemampuan Teknis dalam
Pengelolaan Data dan Inventarisasi Barang
Milik Negara

Memahami dan Memiliki Kualifikasi dalam
Mengopreasikan Aplikasi System Informasi
Manajemen Barang Milik Negara

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP PENATA USAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. Aplikasi SAKTI dan Data Sumber
2. ADK BMN
3. Laporan CALBMN
4. Laporan LKPB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu 1. CALBMN
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan 2. LKPB




LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PENATA USAHAAN BMN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENATA USAHAAN BMN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PETUGAS / KPPN KASUBBAG
OPERATOR KUL Perlengkapan Waktu Output
SAKTI KPPN
1. Menghimpun Data BAST, SP2D/SPM, Kuitansi | 60 Menit Terkumpulnya
’ dokumen data dukung
2. Meginput Data Barang Inventaris dalam Aplikasi Aplikasi SAKTI dan Data 60 Menit Terinputnya
SAKTI Sumber Transaksi pada
Aplkasi SAKTI
3. 1. Memberi Kode Register dan label kode register 10 Hari Label dan Kode
barang inventaris Label dan Kode register data Register BMN,
2.  Memeriksa Kondisi barang inventaris dan BMN dari SAKTI, Laporan Laporan Kondisi
menginput ke SAKTI Kondisi BMN BMN
3.  Membuat DBR, DBL dan KIB
4. 1. Melakukan Tutup Buku setiap bulan ADK BMN 60 Menit Tersinkronisasi nya
Merekon GLP-Asset setiap bulan data antara laporan
GLP dengan Laporan
BMN
Membuat laporan CALBMN dan Menyampaikan Laporan Barang, Neraca, 5 Tercetaknya
laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca dan Laporan Laporan Persediaan Jam CALBMN, dan
Persediaan. LKPB
Menyampaikan Laporan CALBMN untuk di paraf dan Laporan CALBMN 60 Laporan CALBMN
tanda tangan Kuasa Pengguna Barang dan Dikirimkan Menit Telah di Tanda
ke Korwil tangani Kuasa
Pengguna Barang
untuk di sampaiakan
ke Korwil
Mengarsipkan Laporan CALBMN P Laporan LKPB dan 30 Laporan Terarsipkan
o~ CALBMN Menit




Nomor SOP 17/2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK 7\
v R TE
i SURAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan 1.

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan 3.

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Klafikasi Arsip

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Indepeden
Pemilihan Kabupatenn/Kota

Memahami Regulasi yang berkaitan dengan
Tata Naskah Dinas KPU dan Kode
Klasifikasi arsip

Memahami Prosedur dan Tatacara
Persuratan Mampu Menginventariskan dan
Melaporkan Dokumen Permohonan

Mampu Berkoordinasi denga Ketua dan
Anggota KPU, Sekretaris dan Sekretariat
KPU Penajam Paser Utara

Teliti, Berintegrasi, Tepat waktu dan
Bertanggungjawab

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT
KELUAR

1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
2. Alat Tulis Kantor
3. Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak Dilaksanakan, maka menghambat
Koordinasi KPU dengan pihak Internal dan Eksternal

1. Rekapitulasi Surat Keluar Google Drive TU
KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Aplikasi Srikandi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Staf Kasubbag Sekretaris Ketua
Subbag KUL KPU KPU Kelengkapan Waktu Output
Umum
A. SURAT MASUK
1. a. Menerima dan meneliti surat masuk; Buku Agenda Surat 30 Surat Masuk tercatat
b. Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda surat Masuk, Komputer, Menit dalam Buku Agenda
masuk; Lembar 30 Menit Surat Masuk
c. Mencatat surat masuk kedalam lembar disposisi - Disposisi, ATK
d. untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala
e. _ Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Surat Masuk, 30 Berkas Surat
b. Logistik mengoreksi surat tersebut; - Lembar Menit Masuk
c. Meneruskan surat kepada Sekretaris. Disposisi
Sekretaris meneliti surat untuk diserahkan kepada N Berkas Surat 30 Berkas Surat
Ketua Masuk, Lembar Menit Masuk diterima
Disposisi Sekretaris
Ketua mendisposisi surat dan mengembalikan kepada Berkas Surat 30 Terdisposisi Oleh
Sekretaris ‘ Masuk, Lembar Menit Ketua
Disposisi
Surat diterima oleh Sekeretaris untuk di disposisi dan Berkas Surat 30 Berkas Surat
dikembalikan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan __-< Masuk, Lembar Menit Masuk
Logistik Disposisi Terdisposisi
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Berkas Surat 30 Surat Masuk
mendistribusikan ke tujuan disposisi surat Masuk, Lembar Menit diterima oleh
Disposisi tujuan disposisi
Surat
a. Melakukan scan surat; Berkas Surat 30 Surat Masuk
b. Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah Masuk, Lembar Menit diarsipkan
selesai di disposisi. Disposisi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Staf Kasubbag Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output
Subbag KUL KPU KPU
Umum
B. SURAT KELUAR
1. | Menyusun konsep Surat Keluar Buku Agenda Surat 10 Draft Surat
- Keluar, Komputer, Menit Keluar
Printer, ATK
2. | Memeriksa isi surat dan memberi paraf Draft Surat Keluar 10 Draft Surat Draft
Menit Surat Keluar Keluar
di periksa dan paraf
kemudian diserahkan
kepada Sekretaris
3 Memeriksa isi surat dan memberi paraf/tanda tangan iz N Draft Surat Keluar, ATK 15 Draft Surat Keluar
®——@ Menit | diperiksa dan diparaf
4. Memberi Nomor Surat Keluar < ] Draft Surat Keluar, Buku 5 Surat Keluar dinomori
F( Agenda Surat Keluar Menit
5. | Mengentri Surat ke Buku Agenda/Komputer Draft Surat Keluar, 5 Surat Keluar dicatat
Buku Agenda Surat Menit dalam Buku Agenda
J Keluar Surat Keluar
6. Mendistribusikan Surat ke Satker/Alamat Tujuan Surat Surat Keluar, Buku 30 Surat Keluar
- Ekspedisi Surat Keluar Menit Dikirim ke
Satker/Alamat Tujuan
7. Melakukan Scan dan Mengarsipkan Surat - P Surat Keluar, Lemari 5 Surat Keluar
o Arsip Menit Diarsipkan




kegiatan

maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan

Nomor SOP 18/2025
Tanggal Pengesahan | 7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara==ma
O 2 PR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM \: N
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA S
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN \ij/ NIP. 1 _\69605 200912 2 002
LOGISTIK N\ ) S
NAMA SOP S NGA. SPM UP& LS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 . Memahami Prosedur Pengajuan SPM
Tentang Keuangan Negara UP&LS . .
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang - Memahami Regulasi yang berkgltan
Pembendaharaan Negara dengan Tatacara Pengajuan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pengajuan SPM UP &‘ LS _
190/PMK.05/2012 Tentang tala Cara - Mampu  Berkoordinasi  dengan
Instansi Terkait
Pembayaran Dalan Rangka Pelaksanaan : i
q d Belani . Memahami peraturan yang menjadi
Anggaran  Pendapatan e st payung hukum pengajuan SPM UP
Negara & LS
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 . Memahami dan Memiliki Kualifikasi
Tahun 2024 tentang Perubahan atas dalam Mengopreasikan  Aplikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 System .Informas1 Manajemen dan
Tahun 2023 Tentang Perencanaan Akuntasi
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGAJUAN SPM UP & LS 1. Komputer, Printer, Scanner
2. Surat Pernyataan UP
3. Surat Pertanggungjawaban Multak (SPTJM)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu SP2D




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM UP & LS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

 PERENCANAAN PENGAJUANSPM UP & LS

PELAKSANA

INDIKATOR KERJA

NO | KEGIATAN BENDAHARA PPK/KPA/PPSPM KPPN KELENGKAPAN WAKTU | OUTPUT KET
ADMINISTRASI
1 2 3 4 5 6 7
1. Rapat Menyusun Mencermati Meneliti /Menyetujui 1. SK. KPA dan SK Pengelola 1 (satu) | Dokumen Pelayanan
2 Persiapan kebutuhan ketersediaan Anggaran Batas UP. 18.000.000 Keuangan; hari SP2D Prima KPPN
Pengajuan operasional pada DIPA/POK sesuai Besaran Pagu 2.  Surat Persetujuan Pembukaan
SPMLS DIPA 60% berdasarkan Rekening
kebutuhan operasional 3. Dokumen SPM
Rutin dan kkp 12.000.000 | 4. ADK.
40% 5. DRPP (Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran)
Bendahara PPK meneliti kebenaran | Meneliti/ menyetujui e LS. Pihakkelll : 1 (satu) Dokumen Pelayanan
Penerimaan bukti tagihan dan apabila dokumen sudah 1. Kartu Pengawasan Kontrak hari SP2D Prima KPPN
Tagihan dari Pihak ketersediaan Anggaran | sesuai, KPPN (SPM Kontraktual)
ke III atau yang ada, kemudian menerbitkan SP2D (Surat | 2.  Surat Setoran Pajak
kebutuhan PPK menyusun SPP dan | Perintah Pencairan Dana) | 3. Faktur Pajak (Khusus PPN,
operasional Kantor menyampaikan kepada | ke Rekening Satker. Pengusaha kena Pajak)
yang tidak dibayar PPSPM untuk 4. Kuitansi dan Invoice
melalui UP. (Uang diverifikasi bukti - bukti 5. SPK
Persediaan) terlampir dalam 6. Rekening aktif Pihak ke-3
pengajuan SPP, dan
PPSPM wajib menolak e SPM LS Bendahara:
apabila hasil verifikasi 1. Daftar Bayar/Daftar Nominatif
bukti lampiran 2. Surat Setoran Pajak untuk yang
dokumen SPM belum kena Paja_k
lengkap. 3. Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP) GUP

SPM Gaji/Tunjangan Pegawai:




1. Rekap pembayaran
2. Daftar Pembayaran
Penghasilan

Penarikan
Dana

Bendahara
mengajukan Cek

Kuasa Pengguna
Anggaran menyetujui
dan menandatangani
cek sesuai kebutuhan
operasional kantor dan
lain-lainnya

KTP Bendahara, Cek, KTP KPA,
Surat Pendebitan Rekening, Surat
Kuasa jika bukan bendahara yang
melakukan penarikan, dam Kartu
Kredit Pemerintah

60 Menit

Pencairan
Dana untuk
Pihak ke III
(pengusaha)
dari KPPN ke
rekening
Pengusaha
yang
bersangkut an,
sedangkan
untuk gaji
KPPN
langsung
transfer ke
Rekening
pribadi
Pegawai




Nomor SOP 19 /2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK _
NAMA \N PERTANGGUNGJAWABAN
el KEUA ARA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. Memahami Prosedur Petanggungjawaban

Tentang Keuangan Negara Keuangan Negara .
2. Memahami Regulasi yang berkaitan dengan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tatacara Petanggungjawaban Keuangan
tentang Pembendaharaan Negara Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62
Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Anggaran,Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang tala Cara
Pembayaran Dalan Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA BKU

Komputer, Printer, Scanner,
Jaringan internet

ATK

hAON=

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu 1. BKU
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kegiatan




T T L A e R e S T dfi< i

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

|

\

|

‘ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
|

|

\

PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO | KEGIATAN BENDAHARA PPK/KPA OPERATOR KPPN KELENGKAPAN WAKTU | OUTPUT KET
| SAIBA/BMN ADMINISTRASI
‘ 1 2 3 4 5 6 7
| 1, Menyusun Wajib PPK melakukan Memposting Melaksanakan Verifikasi
‘ Laporan menyusun LPJ pengujian atas transaksi bulan atas LPJ Bendahara BKU APLIKASI
| Pertanggun Bendahara bukti-bukti berjalan pada Pengeluaran terhadap: SAKTI,
gjawaban secara bulanan pengeluaran akhir bulan. 1. Menguji Kesesuaian BKU, BUKU Dokumen Pelayanan
atas uang yang berdasarkan Saldo awal PEMBANTU 1 Bulan LPJ bulanan Prima
dikelola baik penatausahaa n 2. Menguji Kesesuaian LAINNYA DAN KPPN
dalam bentuk yang dilakukan Saldo rekening Bank BUKU BANTU
rupiah maupun oleh bendahara 3. Menguji Kesesuaian PENGAWASAN
surat-surat PPK melakukan jumlah vang di ANGGARAN
berharga Rekonsiliasi, brankas
LPJ disusun mengesahkan/ 4. Menguji kebenaran
berdasarkan menyetujui penghitungan
Buku Kas keabsahan semua 5. Menguji kesesuaian
Umum, bukti yang telah Saldo UP Penguji
Bukubuku disusun oleh kesesuaian
Pembantu dan Bendahara atas penyetoran ke Kas
Buku daftar nominatif Negara
Pengawasan serta SPTJ dengan 6. Meneliti kepatuhan
Anggaran SPBy serta Bendahara dalam
Menyampaikan lampiran, menyetor pajak
Daftar 3. PPK /KPA 7. Meneliti izin
Nominatif, menyampaika n rekening Bendahara.
bukti-bukti Laporan realisasi
pengeluaran anggaran setiap




dan SPTJ bulan kepada
kepada PPK Sekretaris Jenderal
4. Wajib KPU RI & anggota
| menyimpan KPU Kab. Karo
| Asli dan arsip
‘ Dokumen
| Keuangan
| dalam kurun
‘ waktu paling
‘ lama 10 Tahun
masa aktif,
masa inaktif 36
Tahun




Nomor SOP 20/2025
Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN egawati
LOGISTIK 7\ le 200912 2 002
\ S/
NAMA PEI\MZ’%\UR\'I:_AMGRAN
e KEUANG
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2.

Memahami Prosedur
Keuangan

Memahami Regulasi yang berkaitan dengan

Penyusunan Laporan

Pembendaharaan Negara

Peraturan = Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam  Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1191);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1350

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1413)

Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan
Mampu Berkoordinasi dengan Instansi Terkait

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Laptop
2. Aplikasi SAKTI
3. Modul GLP
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak Dilaksanakan, maka menghambat
Koordinasi KPU dengan pihak Intemal dan Eksternal

1. Surat Hasil Rekonsilasi
2. Tutup Buku Permanen




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Operator | Operator KPA KPPN
GLP Aset Perlengkapan Waktu Output
A. Laporan Bulanan
L Memposting Transaksi Bulan berjalan pada Laptop, dan aplikasi 30 Tutup Buku
setiap bulan ’ SAKTI Modul GLP | Menit Permanen
2. Melakukan Rekon internal dengan Operator Laptop, dan aplikasi 45 Tutup Buku
Aset SAKTI Modul GLP | Menit Permanen
3. Melakukan Tutup Buku Permanen Aplikasi Laptop, dan aplikasi 20
SAKTI SAKTI Modul GLP | Menit
4. Menunggu hasil Olap pada Aplikasi Mon Laptop, dan aplikasi 60 Surat Hasil
SAKTI e w s MonSAKTI Menit Rekonsilasi
9




Nomor SOP 21 /2025
Tanggal Pengesahan [7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPUWnajam Paser
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM - X
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK
ad NEGARA (BMN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor
tentang Perbendaharaan Negara;

1 tahun 2004

Memahami Prosedur

Milik Negara

Penata Barang

2. Memahami Regulasi yang Berkaitan
2. Perpres No. 54 Tahun 2910 tentang 3. Prosedur Penataan Barang milik Negara
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 4. Memahami peraturan yang menjadi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia payung _hukum pengelolaan aset BMN
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 5. Memiliki Kemampuan Teknis dalam
. Pengelolaan Data dan Inventarisasi
Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6. Memahami dan Memiliki Kualifikasi
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara dalam Mengoperasikan Aplikasi System
Informasi Manajemen dan Akuntasi
Pelaksanaan Penghapusan BMN Bareng Mtk Negira
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Laporan Stok Opname
2. Laporan kondisi BMN
3. Surat Permohonan
4. SK Persetujuan Penghapusan
5. Risalah Lelang

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu

maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan

kegiatan

Laporan Pelaksanaan Penghapusan BMN




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENGHAPUSAN BMN KPU
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KASUBBA TIM SEKJEN PENGELO
G KUL PENGHAPU LA Perlengkapan Waktu Output
SAN
1. Membentuk Tim Internal Penjualan dan Daftar Nama Pegawai | 60 Menit SK TIM
Penghapusan BMN ' Penghapusan
BMN
2: Melakukan Stok Opname Terhadap BMN, Laporan Stok Opname 120 BA Opname
, Menit BMN
3. 1. Mengecek Apakah Sudah dilakukan 60 Menit Hasil
Penetapan Status Penggunaan (PSP) PSP Penilaian
BMN; 0] Laporan Kondisi
2. Pada Aplikasi SAKTI Aset, Barang BMN
yang akan dihapus sudah di rubah [ Surat Keterangan
kondisinya menjadi Rusak Berat dan 3 Penghentian BMN
Dihentikan dari Penggunaan. 0 Berita Acara
3. Melakukan Survey Harga Limit BMN Survey Harga Limit
yang di ajukan untuk dihapuskan; [ BA Penelitian dan
4. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN
Penilaian BMN; 0 BA Penetapan |
5. Membuat Berita Acara Penetapan Harga Harga Limit
Limit. {
a i




Melalui Kuasa Pengguna Barang

Berkas Lelang

mengajukan usulan Penjualan BMN secara Hari
berjenjang kepada Sekretaris Jenderal selaku
Pengguna Barang dengan melampirkan:
1. Daftar BMN yang akan dihapus
2. SK Tim Internal Penjualan dan
Penghapusan
3. Foto-foto BMN yang dihapus
4. Surat Pernyataan dari satker bahwa
BMN tidak dipergunakan lagi untuk
menunjang tugas dan fungsi dan
tidak akan meminta anggaran untuk
barang pengganti atas barang yang
dijual
5. Surat Pernyataan Harga Limit
6. Surat Pernyataan bersedia
bertanggung jawab apabila dalam
pemeriksaan Aparat Pengawaan
Internal Pemerintah (APIP)
7. Penilaian harga/nilai limit dari
KPKNL setempat
8. Berita Acara Penelitian dan
Penilaian BMN
9. Berita Acara Penetapan Harga
Limit
Persetujuan Penghapusan Surat Permohonan 30 SK
A,‘ Menit Persetujuan
Penghapusan
Pelaksanaan Lelang SK Persetujuan Risalah
Penghapusan Lelang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Risalah Lelang 30 Laporan
Penghapusan BMN Menit Pelaksanaan
Penghapusan
BMN




Nomor SOP 22/2025
Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025
Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
Utara

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK ki
PENGAJ JBAN TUNJANGAN
NAVA SOP e
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; 1. Memahami Prosedur Pengajuan Gaji
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Tunjangan Kinerja ASN
/ Jasa Pemerintah; 2. Memahami Regulasi yang berkaitan
3. PMK-171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem dengan Tatacara Pengajuan Gaji dan
SAKTIL; Tunjangan Kinerja ASN
4. PMK-22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Terkait
Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. PMK-210/PMK.05/2022 Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan APBN

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
ISOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN

1. Peralatan Komputer,

2. Kertas,

3. printer,

4. aplikasi SAKTI

5. aplikasi Gaji KPPN Terpusat;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Jika SOP tidak di , maka Pengajuan gaij tidak berjalan Arsip bagian keuangan dan pelaporan

efektif

2. Pengajuan Gaji Induk, Gaiji Susulan, Kekurangan Gaji dan Gaji
Terusan diajukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan
sebelumnya.

3. SP2D diterbitkan pada tanggal 21 bulan sebelumnya.




LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA ASN

PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO KEGIATAN PPABP Bendahara PPSPM PPK Operator Operator Persyaratan Waktu Output
Pengeluaran Komitmen | Pembayaran /Perlengkapan

2. Melakukan rekam SK CPNS, SK PNS, 2 Data pembuatan
pembuatan Gaji | tolak SK Kenaikan Pangkat, jam gaji telah direkam
Induk, Kekurangan tolak SK Jabatan, SK KGB, Jots aplileal gl
Gaji, G_aji Susulan & SK Pensiun, SPMT, KPPN Terpusat
dan Gaji Terusan tolak SPP dan telah
serta mencetak melakukan
dokumen gaji pencetakan draf

gaji

3. Melakukan Telah merekam data 10 Telah
pengiriman Gaji gaji dan mencetak draf menit dilakukan
Induk, Kekurangan gaji pengiriman
Gaji, Gaji Susulan data gaji ke
dan Gaji Terusan ke Bendahara
Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran

4. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Bendahara
dan Persetujuan pengiriman data gaji menit Pengeluaran
atas Gaji Induk, ke Bendahara
Kekurangan Gaji, Pengeluaran telah
Gaji Susulan, dan menyetujui
Gaji Terusan data gaji




5. Melakukan proses Bendahara 5 "Telah dilakukan
pengiriman data Gaji Pengeluaran telah menit pengiriman"
Induk, Kekurangan s¢tuju menyetujui data gaji

Gaji, Gaji Susulan & data gaji ke
dan Gaji Terusan ke
PPK PPK

6. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas pengiriman data gaji menit disetujui PPK
Gaji Induk, Gaji ke PPK
Susulan,
Kekurangan Gaji,
Gaji Susulan, dan
Gaji Terusan

7. Melakukan proses PPK telah menyetujui 5 Telah dilakukan
pengiriman data Gaji setuju data gaji menit pengiriman data
Induk, Kekurangan gaji ke PPSPM
Gaji, Gaji Susulan
dan Gaji Terusan ke
PPSPM

8. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas mengirimkan data gaji menit disetujui PPSPM
Gaji Induk, Gaji ke PPSPM
Susulan, Kekurangan >
Gaji, Gaji Susulan, setu
dan Gaji Terusan

9. Melakukan proses PPSPM telah 2 Data gaji telah di
pengiriman data gaji menyetujui data gaji jam kirim dan telah di
ke KPPN untuk Approve KPPN
dilakukan rekonsiliasi
10 Melakukan impor Data gaji telah di kirim 10 Data gaji telah di
data gaji pada aplikasi dan telah di Approve menit impor
SAKTI modul KPPN
komitmen

11. | Melakukan rekam Data gaji telah di 10 SPP, SSP dan
SPP, SSP dan impor menit lampiranya telah
lampiranya serta di rekam pada




melakukan Aplikasi SAKTI
pencetakan pada tolak Modul
aplikasi SAKTI Pembayaran
modul pembayaran

12. Bendahara SSP telah di cetak 5 SSP telah di
pengeluaran menit tandatangani
menandatangani SSP bendahara

pengeluaran

13. | PPK melakukan SPP telah di rekam dan 5 SPP sesuai
verifikasi, == setuju telah di cetak menit dengan
menandatangani pembebanan akun
dokumen SPP, dan telah di
Validasi SPP pada validasi PPK
Aplikasi SAKTI
Modul PPK serta
melakukan OTP
PPK

14. | Melakukan cetak SPP telah di Validasi S SPM dan
SPM dan lampiranya pada Aplikasi SAKTI menit lampiranya telah

Modul PPK tercetak

15. | Menandatangani SPM SPM dan lampiranya 15 SPM dan data
beserta lampiranya, telah di cetak dan menit pendukung telah
scan dokumen SPM dokumen pendukung terkirim ke KPPN
beserta lampiranya telah lengkap dan
dan Upload dokumen sesuai
SPM, data dukung
SPM serta melakukan
OTP PPSPM

16. | Melakukan Upload SP2D telah diterbitkan 5 SP2D telah dicatat
SP2D yang telah di KPPN menit
terbitkan oleh KPPN

17. | Melakukan -SP2D telah tercatat 10 Dokumen lengkap
pengecekan dokumen -Dokumen fisik telah menit dan di arsipkan
dan memastikan lengkap pada arsip
dokumen SP2D keuangan

beserta lampiranya
telah lengkap dan
telah ditandatangani




Nomor SOP 23 /2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

Utara __——_

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

1.

Memahami Prosedur Pengajuan Uang
Makan Pegawai

2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 2. Memahami Regulasi yang berkaitan
Barang / Jasa Pemerintah; dengan Tatacara Pengajuan Uang
3. PMK-171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Makan Pegawai
Sistem SAKTI; 3. Mampu Berkoordinasi dengan Instansi
4. PMK-22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Terkait
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. PMK-210/PMK.05/2022 Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan APBN
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
72/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Uang
Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP PENGAJUAN UANG MAKAN PEGAWAI
1. Daftar hadir pegawai
2. Kertas, printer, alat tulis,
3. aplikasi SAKTI dan
4. aplikasi Gaji KPPN Terpusat;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kegiatan

Arsip bagian keuangan dan pelaporan




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UANG MAKAN PEGAWAI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAJUAN UANG MAKAN PEGAWAI
PELAKSANA INDIKATOR KERJA
NO KEGIATAN PPABP Bendahara PPSPM PPK Operator Operator Persyaratan Waktu Output
Pengeluaran Komitmen | Pembayaran /Perlengkapan
1. | Membuat Rekap Telah membuat Rekap 1 Data Rekap Daftar
Absensi / Daftar Daftar Hadir Pegawai jam Hadir Pegawai
Hadir Pegawai ’

2. Melakukan rekam Daftar Perhitungan 30 Data pembuatan
pembuatan Uang Makan Pegawai menit | Perhitungan
Perhitungan tolak telah direkam
Daftar Uang Makan P ke Aplikasi GPP
dan Uang Makan <€ Desktop dan
Susulan di Aplikasi < tolak melakukan
Desktop GPP pencetakan draf

gaji

3. Melakukan tolak Telah merekam data 10 Telah
pengiriman Data uang makan menit | dilakukan
Uang makan dan pengiriman
kekurangan Uang Daftar uang makan
Makan Bendahara Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran

4. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Bendahara
dan Persetujuan Data pengiriman data uang menit | Pengeluaran
Uang Makan dan makan ke Bendahara Telah menyetujui
kekurangan ~ Pengeluaran data Uang Makan
Kekurangan Uang =
makan Bendahara setuju
Pengeluaran




5. Melakukan proses Bendahara 5 Telah dilakukan
pengiriman data Gaji Pengeluaran telah menit | Pengiriman data
uang Makan dan L menyetujui data uang Uang Makan ke
kekurangan uang - X Makan PPK
makan

6. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data gaji telah
dan Persetujuan atas pengiriman data gaji menit | disetujui PPK
uang makan dan > ke PPK
kekurangan
uang makan

T Melakukan proses PPK telah menyetujui 5 Telah dilakukan
pengiriman data uang data uang makan menit | pengiriman data
makan dan setuju uang makan ke
kekurangan uang PPSPM
makan ke
PPSPM

8. Melakukan Verifikasi PPABP telah 5 Data uang makan
dan Persetujuan atas mengirimkan data menit | telah disetujui
uang makan dan uang makan ke PPSPM
kekurangan uang 7 PPSPM
makan

9. Melakukan proses setuj PPSPM telah 2 Data uang makan
pengiriman uang menyetujui data uang jam telah di kirim dan
makan dan makan telah di Approve
kekurangan uang KPPN
makan ke KPPN
rekonsiliasi

10 Melakukan impor Data uang makan telah 10 Data makan telah di
data uang makan pada di kirim dan telah di menit | impor
aplikasi SAKTI Approve KPPN
modul komitmen

11. | Melakukan rekam Data gaji telah di 10 SPP, SSP dan
SPP, SSP dan v impor menit | lampiranya telah di
lampiranya serta tolak rekam pada Aplikasi
melakukan SAKTI Modul
pencetakan pada Pembayaran
aplikasi SAKTI

modul pembayaran




12. | Bendahara SSP telah di cetak 5 SSP telah di
pengeluaran menit | tandatangani
menandatangani SSP bendahara

pengeluaran

13. | PPK melakukan SPP telah di rekam dan 3 SPP sesuai dengan
verifikasi, telah di cetak menit | pembebanan akun
menandatangani dan telah di validasi
dokumen SPP, — PPK
Validasi SPP pada
Aplikasi SAKTI
Modul PPK serta
melakukan OTP
PPK

14. | Melakukan cetak SPP telah di Validasi 5 SPM dan
SPM dan lampiranya pada Aplikasi SAKTI menit | lampiranya telah

Modul PPK tercetak

15. | Menandatangani SPM SPM dan lampiranya 15 SPM dan data
beserta lampiranya, telah di cetak dan menit | pendukung telah
scan dokumen SPM dokumen pendukung terkirim ke KPPN
beserta lampiranya telah lengkap dan
dan Upload dokumen sesuai
SPM, data dukung
SPM serta melakukan
OTPP PSPM

16. | Melakukan Upload SP2D telah diterbitkan 5 SP2D telah dicatat
SP2D yang telah di KPPN menit
terbitkan oleh KPPN

17. | Melakukan -SP2D telah tercatat 10 Dokumen lengkap
pengecekan dokumen -Dokumen fisik telah menit | dan di arsipkan pada
gan kun::ma.ss;)d;ala)n lengkap arsip keuangan

okumen
beserta lampiranya
telah lengkap dan
telah di

Tandatangani




Nomor SOP 24/2025

Tanggal Pengesahan |7 Agustus 2025

Tanggal Efektif 7 Agustus 2025

Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

‘:
Qif 200912 2 002

LOGISTIK 7\ :
N ~ L
NAMA SOP PEWBKRANG MILIK
NEGARA {
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 1.
Pembendaharaan Negara 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang ’
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawab 4.

tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
Tentang tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara 5.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas , Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2027  Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memahami Prosedur Penata Barang milik
Negara

Memahami Regulasi yang Berkaitan
Prosedur Penataan Barang milik Negara
Memahami peraturan yang menjadi payung
hukum pengelolaan aset BMN

Memiliki Kemampuan Teknis dalam
Pengelolaan Data dan Inventarisasi Barang
Milik Negara

Memahami dan Memiliki Kualifikasi dalam
Mengopreasikan Aplikasi System Informasi
Manajemen Barang Milik Negara

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP PENATA USAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. Aplikasi SAKTI dan Data Sumber
2. ADK BMN
3. Laporan CALBMN
4. Laporan LKPB
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu 1. CALBMN
maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan 2. LKPB




LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PENATA USAHAAN BMN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROSEDUR PENATA USAHAAN BMN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PETUGAS / KPPN KASUBBAG
OPERATOR KUL Perlengkapan Waktu Output
SAKTI KPPN
1. Menghimpun Data BAST, SP2D/SPM, Kuitansi | 60 Menit Terkumpulnya
’ dokumen data dukung
2. Meginput Data Barang Inventaris dalam Aplikasi Aplikasi SAKTI dan Data 60 Menit Terinputnya
SAKTI Sumber Transaksi pada
Aplkasi SAKTI
3. 1. Memberi Kode Register dan label kode register 10 Hari Label dan Kode
barang inventaris Label dan Kode register data Register BMN,
2.  Memeriksa Kondisi barang inventaris dan BMN dari SAKTI, Laporan Laporan Kondisi
menginput ke SAKTI Kondisi BMN BMN
3.  Membuat DBR, DBL dan KIB
4. 1. Melakukan Tutup Buku setiap bulan ADK BMN 60 Menit Tersinkronisasi nya
Merekon GLP-Asset setiap bulan data antara laporan
GLP dengan Laporan
BMN
Membuat laporan CALBMN dan Menyampaikan Laporan Barang, Neraca, 5 Tercetaknya
laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca dan Laporan Laporan Persediaan Jam CALBMN, dan
Persediaan. LKPB
Menyampaikan Laporan CALBMN untuk di paraf dan Laporan CALBMN 60 Laporan CALBMN
tanda tangan Kuasa Pengguna Barang dan Dikirimkan Menit Telah di Tanda
ke Korwil tangani Kuasa
Pengguna Barang
untuk di sampaiakan
ke Korwil
Mengarsipkan Laporan CALBMN P Laporan LKPB dan 30 Laporan Terarsipkan
o~ CALBMN Menit




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN PROVINSI, KM. 9.5 KEL. NIPAH-NIPAH
KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
EMAIL : kab penajampaserutara@kpu.go.id

TAHUN 2025




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

NOMOR SOP - 25 TAHUN 2025
TANGGAL - 9 Oktober 2025
PEMBUATAN

TANGGAL : 9 Oktober 2025
PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENGUKURAN KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

: H

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5/PL.01.3-Kpts/03/1/2018 tentang Petunjuk

1.

L N

Mampu mengidentifikasi dari analisa terkait
pelaksana kegiatan;

Memahami aturan yang berlaku;

Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik
dalam mengolah data;

Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat
waktu; dan

Mengetahui tugas dan fungsi dalam pengukuran

kinerja.




Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; dan

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 933 Tahun 2025
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Program dan Rencana Kerja | 1. Renstra KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. SAKIP
3. SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. Data Kinerja
4. Komputer, Lap Top, Scanner, Printer, ATK,
Stempel/Cap Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan | Tersimpan dalam data elektronik dan manual




BAGAN ALUR PENGUKURAN KINERJA KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pelaksana/Tim SAKIP Mutu Baku
Kasubbag Keuangan,
Umum:ban I;'?klr‘i:lk' Staf Sub
Kasubbag s u
No. Kegiatan PeKr::I::abz:gn Penyelenggaraan Bagian Keterangan
Sekretaris ! Pemilu dan Hukum, Perencanaan, | Kelengkapan Waktu Output 9
Data dan Kasubbag Partisipasi, Data dan
Informasi Hubungan Masyarakat Informasi
dan Sumber Daya
Manusia
1% Memberikan Perintah, disposisi dan Surat 5 Menit | Lembar
arahan untuk melakukan pengukuran Disposisi
kinerja
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim Disposisi 60 Menit | Notulen Rapat
SAKIP  untuk memberikan arahan
pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
kinerja yang dipandu oleh kasubbag
Perencanaan, Data dan Informasi untuk
mempersiapkan kegiatan pengumpulan
dan form data kinerja masing-masing
sub bagian
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan Notulen Rapat 120 Menit | Program Kerja
pelaksanaan pengumpulan data kinerja Kegiatan
untuk pengukuran kinerja
4, Tim SAKIP mengumpulkan dokumen- Juknis 1 Hari Kertas Kerja
dokumen vyang diperlukan  untuk Pengukuran Pengukuran
pengukuran kinerja untuk masing- Kinerja, Renstra Kinerja
masing sub bagian. dan  Program
Kerja
5. Tim  SAKIP  menyiapkan  formulir Kertas Kerja 1 Hari Kertas Kerja
pengumpulan data capaian kinerja Pengukuran Pengukuran
Kinerja, Kinerja
Dokumen
Pengukuran
Kinerja
6. TIM SAKIP merekap seluruh hasil Kertas Kerja | 120 Menit | Rekapitulasi
pengukuran capaian kinerja untuk tiap- Pengukuran Hasil
tlap tujuan/sasaran/program/kegiatan Kinerja Pengukuran
Kinerja
7 Kasubbag Perencaaan, Data dan Konsep  Surat | 30 Menit | Draft Laporan
Informasi dibantu dengan staf mengisi dan Form Data Hasil
formulir pengumpulan data capaian > Kinerja Pengukuran
kinerja Kinerja




8. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi Draft Laporan | 90 Menit | Laporan Hasil
pengukuran kinerja kepada Sekretaris Hasil Pengukuran
melalui Kasubbag Perencanaan, Data dan Pengukuran Kinerja
Informasi Kinerja

9. Kasubbag Perencanaan, Data dan Laporan  hasil | 10 Menit
Informasi melaporkan data pengukuran - pengukuran
kinerja kepada Sekretaris i kinerja

10. | Pengarsipan Hasil Pengukuran Kinerja Arsip hasil

pengukuran

kinerja
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PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
Perubahan tidak berlaku untuk tahapan Kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 9 Oktober 2025

Sekretaris K 'milihan Umum
ajgm, Paser Utara,




Nomor SOP 26
Tanggal Pengesahan | 9 Oktober 2025
Tanggal Efektif 9 Oktober 2025
Disahkan Oleh KPU Kabupanten Penajam Paser
AKAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ;

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK
NANA. SOP SOP-Rengdamanan Kantor KPU Kab.
Penajam Paser Utara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Bahwa untuk meningkatkan keamanan dan 1. Memahami tugas pokok dan fungsi Jagat

mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta
ketertiban di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser

Utara tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan 2.

Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana)

Dalam Melaksanakan Tugas. 3.
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4,

Penajam Paser Utara ini menetapkan : Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan 5.

Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara berdasarkan Penerimaan Tamu, Standar Operasional
Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan
Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara berdasarkan Pengamanan Lingkungan Kantor.

Dasar Hukum ini adalah :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023;
Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 4 Tahun 2020;
Keputusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023.

2. Keputusan Sckretaris Jenderal KPU Noml76/RT.11-

Kpt/05/KPU /111 /2021 tentang  Pakaian Dinas  dan
Kelengkapan Atribut untuk unit kerja Pengamanan Dalam,
Kehumasan, dan Protokol. Keputusan ini menetapkan atribut,
pakaian dinas, serta sistem identifikasi Jagat Saksana.
Jagat Saksana wajib mengenakan pakaian dan atribut sesuai
SK Sekjen KPU RI Nomor 979 tahun 2021 Sejak 26 Agustus
2021 sebagai satuan pengamanan KPU RI , terkait
keseragaman pakaian dan tindakan wujud profesionalitas
dalam menjalankan tugas pokok Jagat Saksana

Saksana, dasar hukum Jagat Saksana,
ketentuan pakaian seragam yang digunakan,
hingga buku mutasi tamu dan buku saku
Jagat Saksana.

Memahami Prosedur Pemeriksaan
Keamanan

Memahami Regulasi yang berkaitan SOP
Jagat saksana

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan alat-
alat pengamanan

Memiliki kemampuan pengolahan data
sederhana




KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
SOP Pengamanan Kantor KPU Kab. Penajam 1. Perlengkapan Keamanan Kantor
Paser Utara 2. Alat Komunikasi
3. Komputer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat Jadwal serta Tata Tertib Satuan
waktu maka akan mengakibatkan terhambatnya Pengamanan KPU Kab. Penajam Paser
pelaksanaan kegiatan

Utara, buku mutasi tamu dan buku saku
Jagat Saksana.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2& TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN KANTOR
KOMISI PEMILTHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SOP PENGAMANAN KANTOR KPU KAB. PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KETERANGAN
KEGIATAN SEKRETARIS | KASUBBAG JAGAT KELENGKAPAN | WAKTU | SATUAN OUTPUT
UMUM SAKSANA WAKTU

1. Mengatur Jadwal Piket 1 Hari Jadwal serta Tata
Penjagaan kantor serta Unit Komputer, Tertib Satuan
membuat peraturan dan Printer, Kertas, Pengamanan KPU
tata tertib Jagat saksana Bolpeint, Kab. Penajam Paser

Referensi Utara

2, Mengisi buku Buku l Hari Terisinya Buku
Kejadian/Mutasi pada Kejadian,Bolpoi Kejadian/Mutasi
setiap peristiwa yang nt
terjadi

3 Melaksakan Penjagaan | Perlengkapan 1 Terawasinya arus
masuk-keluar orang atau ! Keamanan Hari Masuk keluar orang

| barang inventaris peralatan | Kantor atau barang

kantor dan kendaraan dinas
serta mengkonfirmasi dan
mendokumentasikan setiap
pegawai/pihak luar yang
meminjam inventaris
kantor.

4, | Mengatur kelancaran lalu Perlengkapan 1 Lancarnya Lalu
lintas keluar masuk Keamanan Lintas di
kendaraan diarea kantor Kantor Hari Lingkungan Kantor




KPU Kab. Penajam Paser KPU

Utara pada saat kegiatan Kabupaten

acara. Kab.Penajam Paser
Utara

5 Standby di pos penjagaan Perlengkapan 15 Jam Perlengkapan Pukul 17.00-
setelah jam pulang kerja Keamanan . Keamanan Kantor 08.00 WIB
{Menerima dan Kantor
mengarahkan jika ada
tamu,menerima jika ada
surat masuk dan
menyerahkan ke bagian
arsip, Menerima Setiap
paket yang ditujukan ke
Kantor maupun pegawai)

6. | Standby di lobby saat jam Perlengkapan 9 Jam Perlengkapan Pukul 17.00-
kerja ( Menerima dan Keamanan Keamanan Kantor 08.00 WIB
mengarahkan tamu, Kantor
menerima surat masuk dan
menyerahkan ke bagian
arsip. Menerima Setiap
paket yang ditujukan ke
Kantor maupun pegawai)

7. Menyalakan lampu Stop 5 Menit | Menyalanya Lampu Pukul 17.00
diseluruh area kantor Kontak,Listrik diarea kantor WwIiB

8. | Menaikan bendera Merah Bendera Merah 1 Menit Bendera Merah Pukul 06.00
Putih Putih Putih Naik WIB

9. Mengunci Pintu ruangan 20 Menit Semua Ruangan
saat jam pulang Kunci Ruangan terkuneci
kerja/sudah tidak ada
pegawai yang melakukan
pekerjaan

10. | Mengunci Pintu Pagar jika Kunci Pagar 1 Menit Pintu Pagar
sudah tidak ada pegawai Terkunci
yamg melakukan
pekerjaan

11. Perlengkapan 30 Menit Patroli disekitar Waktu Patroli
Melakukan Patroli Keamanan area kantor KPU random (acak)
disekitar kantor Kantor Kab.Penajam Paser

Utara




12.

Mengambil langkah-
langkah dan tindakan
sementara bila terjadi suatu
tindak pidana, seperti:

a) mengamankan tempat
kejadian perkara:

b) menangkap dan
mengamankan pelaku
(dalam hal tertangkap
tangan);

¢) menolong korban;

d) melaporkan kejadian
kepada pimpinan
kantor;

e) melaporkan/meminta
bantuan polisi

Perlengkapan
Keamanan
Kantor

60

Menit

Tindak Pindana
Tertangani

tercetak

13.

Memberikan Tanda-Tanda
Bahaya atau Keadaan
Darurat, Melalui Alat-Alat
Alarm Dan Kode-Kode
Isyarat Tertentu Bila
Terjadi Kebakaran
Bencana Alam atau
Kejadian-Kejadian Lain
yang Membahayakan Jiwa,
Badan atau Harta Benda,
Orang Banyak Disekitar
Kawasan Kerjanya Serta
Memberikan Pertolongan
dan Penyelamatan

14.

Matikan Lampu diseluruh
area kantor

Alat
Komunikasi

Hari

Terjaminnya
Keselamatan
Pegawai dan
Lingkungan KPU
Kab.Penajam Paser
Utara

Stop Kontak,
Listrik

Menit

Lampu diarea
Kantor mati

Pukul 05.30
WIB

15.

Menurunkan Bendera
Merah putih

Bendera Merah
Putih

Menit

Turunnya Bendera
merah putih

Pukul 18.00
wIB

16.

Membuka Pintu Pagar

Kunci pagar

Menit

Pintu pagar terbuka

Pukul
06.00WIB

17.

Serah terima tugas jaga
dari Jagat Saksana
sebelumnya kepada Jagat

Buku
Kejadian/Mutasi
, Ballpoint

Menit

Menunggu
kedatangan petugas
jaga selanjutnya




Saksana selanjutnya

untuk
menggantikan

18.

Melaksanakan piket sesuai
dengan jadwal yang sudah
ditentukan, apabila petugas
tidak dapat melaksanakan
piket maka di backup oleh
kedua Jagat Saksana
lainnya

Menit

19.

Petugas diluar jadwal piket
bila ada kegiatan kantor
atau dibutuhkan oleh
pimpinan wajib hadir di
kantor

20.

Selesai

 —




| Nomor SOP ] 27

Tanggal Pengesahan : | 11 November 2025
Tanggal Efektif : | 11 November 2025
Disahkan Oleh :  KPU Kabupaten Penajam

Paser Utara

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM = Sekretaris,
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA j

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

vl

761021 200502 1 002

Nama SOP : EARINGAN DOKUMENTASI
' DAN INFORMASI HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang|l. Memahami proses
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun penerbitan salinan
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Keputusan KPU Kabupaten

Penajam Paser Utara;
2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memahami alur
pendokumentasian salinan
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Keputusan;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang |3. Memahami alur
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pengunggahan produk
Undang - Undang; hukum;

4. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang 4. Memahami sistem informasi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun website.
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN);

6. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah;

8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum;

9. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8




10.

I3,

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

SOP I.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Jaringan Internet;
2. Buku Agenda;

3. Perangkat Komputer,
printer, scanner,
4. Flashdisk dan map ordner;
5. Stempel salinan;
6. Cap dinas.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN |

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.

Disimpan dalam bentuk
naskah asli (hardcopy) naskah
asli elektronik (softcopy).




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025 .
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

FLOWCHART JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PELAKSANA MUTU
BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KEPALA
KPU SUB BAGIAN STAF KELENGKAPAN | OUTPUT
KABUPATEN TEKNIS
PENAJAM PENYELENGG
ARAAN
PASER UTARA PEMILU DAN
HUKUM
1. | Memberikan disposisi atau petunjuk untuk R Lembar Disposisi
mengunggah salinan produk hukum ke website (e ____-; Disposisi dan | dan
dan media sosial JDIH. N Petunjuk Petunjuk
2. | Menerima  disposisi permohonan penerbitan ~a Konten dan | Konsep
salinan produk hukum KPU Kabupaten ke website Salinan Produk | Konten
dan media sosial JDIH. P Hukum Media
wlisavd el i
3. | Menyampaikan konsep konten terkait produk € Sosial
hukum yang akan diterbitkan dan memeriksa
kelengkapan salinan produk hukum.
i 3 !
4. | Membuat konsep konten terkait produk hukum & Konsep Konten | Konsep
yang akan diterbitkan dan Menyerahkan konsep - Media Sosial Konten
konten yang telah dibuat untuk diperiksa. € Media

Sosial




Memeriksa dan menyetujui konsep konten dan Lembar Konsep
mengarahkan untuk mengunggah konten dan Disposisi Konten
salinan produk hukum. Media
Sosial
Mengunggah produk hukum ke website JDIH dan Dokumen hasil | Tampil di
Mengunggah konten Media Sosial JDIH. scan dari sub | halaman
bag hukum Website
dan
Media
Sosial

JDIH




